6. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten-Kota

A Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten-Kota.

No

Kelompok
e mk;w \r‘vd‘\“kaulw Kinerja Umsan) Wndikator Akar Masalsh Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definisi Operasional
TKabiKota) | PAUD SD Swp Kesetaraan Non Jeniana Nomenkiatur Kineria Indikator Satuan Deskios: NSPK
Angka 1), Jumlah Warga Negara | 1). Daftar anak usia 5-6 101022030025 | 101022010038 | 101022020051 | 101022040027 Koorines), puencansan, | Taseksenanya o[ Jorkn Dojman Dokumen | 1). Pendataan anak usia dini uniuk Ooeasonalsast el Pendtan NSPK terkail Pendataan
Partisipasi | Usia -6 tahun yang tahun yang tidak bersekolah Supervsi dan Evalu Persncansan Superv sl Koo end melali berbagai hal, antara lin: () 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal
kolah berpartisipasi dalam 2). Datar anak usia 715 Layanan di Bidang Pendidikan |dan Evaluasi Layanan di | Perencanaa {tampung layanan untuk anak usia 5 (ima) |Sensus: <m orinas: e bekerasama dengan cinas tekar: (0 kerasama SPM)
pendidikan (APS) tahun yang tidak Bidang Pendidikan Supervisi o tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan kepal t ecamatan z) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
) Jumlah Warga Negara | berpartispasi o satuan Evaluasi Layanan di 2). Pendataan warga negarausia 7-15 |5 sekeleh di daerannya, misainys dengan ke sama terkat SIPBM (Sistem | petayanan winin:
Usia 715 Tahun yang Bidang Penicikan e yang toak bersekaeh o erbass Vasyarke) sera meninglatan e 5 tang Standar Teknis
berpartsipasi dalam 3). Datarank usia 718 z) endaAaan verga negaa usia7-13 Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tatacara Pemenuhan
pendidikan dasar (APS) | tahun yang belum mal PAUD: 4) NPK Transisi PAUD-SD: Panduan Unum Penyelenggaraan Transisi
3). Jumlah Warga Negara | bersekolah formal dan belum A) Pemulﬂkhlmn Dapedk mmimal 2 @) |5 hal, antara ain:(a) | PAUD ke SD yang Menyenangkan
Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi di satuan Sensus: (b) dinas terkat;¢) kerjasama
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan esosusan s dengan kondisi satuan | dengan kepala desa ataupun kecamatan NSPK terkait Dapodik
pendidikan kesetaraan (APS)|4). Kesadaran masyarakat pendidikan. sia ek (o kerja sama terkait SIPEM Norr 31 Tahun 2022 fentang St Data Pencidar,
tentang pentingnya (sist atk Kebudayaan, Riset dan Teknol
pendidikan kmﬂmn didikan; () analisis data sek M Juknis Data Pendidikan (Dapodik)
ong satuan PAUD yang teleh ada di dagrah tersebut namun belum atia PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kursus dan Pelatinan
memmk\ izin operasional, untuk mendapatkan NPSN agar terdata pada APIKasi |55 bermendikbudristok Nomor G2 Tan 2022 o P T
Dapo Pengelolazn Dana BOS
Operasionalisasi terkait Dapori
Dapoik
encidian P teknis
[pemutakhian Dapodik, minima 2 (dua) kal setahun.
3 Vertast dan vldas| Dapoa da satan pendidkan yang sesua dengan
ondisi e
o Evluos Dapoic dar satuan ik yang sesua dengan kondis rkin
kondisi da
dapodi satuan pencidikan
[Biaya personal peserta didik | 1.01.02.2.03.0011 101022010054 | 101022020032 | 10102204.0010 B Penyediaan Biaya Personi | Biaya Personil Peserta | Jumiah Peserta Peserta Didik | Pemberian biaya pendidikan kepada 1. Pendataan dari K
Peserta Didik PAUD / Sekolah | Didik PAUD / Sekolah Didik PAUD / peserta didik dari keluarga tidak mampu | mampu. 1 Perauran pemerita Norrr 48 Tahun 200 tang Pendanaan
Dasar / Sekolah Menengah | Dasar / Sekolah Menengah. [ Sekolah Dasar / sampai lulus 2. Penyusunan endidikan, eraturan Pemerintah Nomor
rtama | Pertama Sekolah Menengah dari keluarga tidak mampu. m Tahun 2022
Pertama 3. Menyalurkan kepada peserta didik Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis
Diterima oleh Peserta Didik Kketentuan yang berlaku Peiaman Minimal Pendidikan
n yang Menerima 4. Melakukan Nomor 27/PI2022 tentang Saluan Biaya BOP PAUD
Biaya Personil peserta didik yang menerima Re uler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-Masing Daerah
Peserta Didik 4) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi
Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan
Jenjang Pendidikan Menengah
5) Buku Panduan Penyelanggaraan PAUD Berkualias Seri 8, tentang Kriteria
Minimum dan Sapras Esensil Perysenggarsan PAUD,begian
Prasarana Esensial halaman 28 dst, sebagal acuan jumlah perlengkapan
soacra mendapatkan perlengkapan peserta didik berupa sarana dan
&) Bk Pedoman Peran Desa D Penyelenggaraan PAUD, BAS lipain
. hal 27, sebagai acuan sarana dan prasarana yang perlu ada di satuan
PAUD
101022030041 | 101022010046 | 101022020062 | 101022040036 Pengadaan Perlengkapan | Perlengkapan Peserta Didik | Jumiah Pakel | Pemberian perlengkapan penunjang 1) Wentiikasi peserta Gidik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan | 1) Peraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 teniang Pendanaan
Peserta Didik yang Tersedi Perlengkapan pembelajaran ke peserta didik dari penunjang pembelajaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Peserta Didik yang Keluarga tidak mampu sampai lulus 2) dentifkasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan 18 Tahun 2022
Tersedia erta ik ) Nomor 32 Tahun 2022 Te tandar Teknis
3 Penyusuran pedaman pemberan perenghapan pennjang pemocigaran | Peayanan Minmel P
kepada peserta didik yang menjadi sas: 3) Kepmendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP PAUD
o Pongadaan dan ponyauran perenghapan penunjang pembelearan bagi | Reguler, BOS Regule dan BOP Kesetaraan Masing iasing Dserah
peserta didik sesual dengan kelentuan yang
5) Melakukan monitoring dan evaluasi dar Dak por pemberian perlengkapan
penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menerima
Daya tampung sauan 101022030040 | 101022010001 | 101022020001 | 101022040044 - Pembangunan Unit Sekolah | Sekolah Bart yang Jumiah Sekolan Unit Penyediaan layanan pendidikan di daerah | 1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakuikan pembaruan dapodik | NSPK PAUD
pendidikan bagi anak usia Baru (USB) Terangun Baru yang Telah yang kekurangan daya tampung melalui | 2) Melakukan anal isis daya dapodik sebagai Tahun 2014 Usia
sekolah Dibangu pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | sumber datan oo
3) Membuat penambahan pada daerah
yang membutuhkan 3) Dalam menghitung kebutuhan USBIRKB. asumsi rombongan belajar minimum dan
4) Melakukan survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru o
9 Vel pemoangunan unt el b (emasuk 4 Dalam
perlengkapanimebel sesuai standar sarpras) den o vl 1622 - sebages
Kelayalkan peserta ik isabiias o Gacranlokas yang el ctephan, (G ok e PGS
elentuan yang
vt 1) ot Nomor 43Tt 201 g o, et o Reros
pasar Rabyal, g,
Satuan Pencidian Dasarcan Menengah
beras
o dalam
Taman
e ek Skl Do Skl ievan Para. Sk enon Al n
Sekolan Henengah Kejuuan
Sevtan wenengah Kenmariadtsan Ay Koo,
5
sotar
ujuan dalam penentuan spesiiasi bangunan.
101022030030 | 101022010047 | 101022020059 | 101022040039 B Jumiah Ruang Ruang —[Penyediaan ayanan pendidian di daerah 1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilias, atau

Pembangunan Ruang Kelas
Baru

Ruang Kelas Baru
bertambah Kelas Baru yang
Bertambah

yang kekurangan daya tamy
pembangunan ruang kelas baru

1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan data
sarana dan prasarana di dapodik

2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan
pendidikan yang membutuhkan berdasarkan data dapodik

Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi
Keagamaan Isiam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2 g standar pengelol

riaku

3) Survei kelayakan lokasi calon
< Helskuien pembanguran uang eas bary (levmasuk

o g ber
3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumiah rombongan belajar dalam

¥elayakan posert didk msanmras  pada saian Denmmkan yang telah
raku

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar. Secieh Wenengah Perama.
i Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

ditetapkar n konl
Keentuan: yanu ek

a) ok menghitung kebutuhan USBIRKB, serta asumsi rombongan belajar
minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun
2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018
tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

5) ghitung tuan biaya
USBIRKS berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan
yang berlaku.

6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku
sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan.




No| Kelompok S y
ndiator | e K8 SO | ndikator Akar Masaan Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definisi Operasional
Kabikota) PAUD ) e Kesetaraan Non Jeniana Nomenaur et ndlator Setuan st S
1.01.02.2.03.0051 1.01.02.2.01.0051 1.01.02.2.02.0014 | 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah yang | Jumlah Ruang Ruang Penyediaan layanan pendidikan di daerah 1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan perbaruan data 1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 :emanq Pembangunan, Rehabilitasi, atau
Ruang Kelas Sekolah erehabiltasi Sedang/Berat | Keas Sekolah yang yang kekurangan daya tampung melalui | sarana dan prasarana di dapodik RenovasPear R, Prasarana Perguran g, Peguan il
elah Diehabiltast DS e ks skla ondsi (2 elan s Cbunan el berdasahan i ang ks | Keagana s, dn Saan Pndian Deardn erengan
SedangiBerat usek sedangberat ‘elan Dapock. Untik . |2) Permencikbud fsmang sandar pengeloaan daupun Stnda sarana
merghung e b el g s o ok prasarnayng verks
ada satuan biaya D 3) engatur terkait rombongan belajar dalam
Keteruan yang b Permendiul Nomot 1 Tahun 2021 tenang Penefimaan Peseria D1k Bary
3) Me\akukan vshamllmsl ruang kelas kondisi rusak: sedang/helm pada uaﬂa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Gas, dan Sekolan Menengah Kefuruan
yang ‘E‘ah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ber\aku A) Umuk mengm\ung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar
minimum dan maksimum berdasar padas (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun
2022 tntang Standar Proses; o) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018
tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Allyah Kejuruan;
5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya
USRS e adasulon S SUN i 2021t st eern
yang b
5) N petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku
sebagai rujukan dalam penentuan speskasi bangunan.
Pemenuhan Kebutuhan Guru [ 1.01.02.2.03.0015 - - - - Penyediaan Pendidik dan Pendidik dan Tenaga | Jumlah Pendidik Orang Pengajuan formasi guru ASN sesuai ‘mengusulkan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Tenaga Kependidkan bagi | Kependidikan Tersedia | dan Tenaga dengan ketentuan peraturan perundang- | pemetaan dan pencisiibusian guru pada setuan pendidikan yang masih |2, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Taun 2018 tentang Manjemen PPPK
Satuan PAUD bagi PAUD Kependidkan yang undangan Kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya) |3 PermenpanE Nomor 28 Tahun 2072 tentang Pengadaan PP untuk
Tersediapada Sabatan Fungsional Gur pada Insiansi Daerah Tahun 2021
PAUD . Permenpank Nomr 20 Tahun 2022 tenang Pengadaan PRPK unluk
Sabatan Fungsional Gur pada instansi Daerah Tahun 2022
5. ermendkbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekclah Menengah A, dan Sekolah Menengah Kefuruan
e e s - - - To102204001% - Penyediaan Pendidi dan | Pendiai dan Tenaga | Jumian Perdiak Grar | Peryedin Pt Befr G SKE paliy P eerah sk Febuuhan priony besaran sl |Permenyen 6 ahun 2010 fertn Jabaan Furgscnd Pamons B9 dan
/ASN untuk sekolah yz ‘Tenaga Kependidikan bagi Kependidikan Tersedia dan Tenag: 'sedikit 7 (tujuh) orang pada Sanggar pamong pada satuan pe g masih | Angka Kreditnya
(Gaslonggasakan oon pemda ‘Satuan pencidikan bag Satuan Pendidian | Kependidikan yang Kegatan Beljar earamgan g
sesuai dengan kebutuhan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Tersedia bagi
peningkatan ndeks cistribusi Satuan Pendidkan Peryedar gty perbini s I Pemendibu e 15 Tann 206 e erenn B e ot
atu) orang pada satuan 1. Penyediaan/perekrutan Guru Pembimbing Khusus jika belum ada, dan Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolat
n eniivan yang memyaenggaskan |pemberan neent umuk Gurs Pembimbing Kvsue il s ada o et ot Bimiisgon TelovsPemenuhan Gurs Pembimbing Khusus
pendidikan inklusi - Peningkatan kompetensi Guru untuk menjadi Guru Pembimbing Knusus
dengan mengikutsertakan Pelatihan Guru Pembimbing Khusus dari
Direkorat PMPK
Jumlah PTK yang mengikuti - - - 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Terlaksananya Pembinaan | Jumlah Orang yang Orang Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan 1) identifikasi kebutuhan mmk dan tema pelatihan TIK bagi pendidik dan Pedoman PembaTIK Tahun 2022 oleh Pusdatin Kemdikbudristek
pelathan TIK Teknologi,Informasi dan Teknologi ndidikan ngeloaan satuan
Komunikasi(T) untuk Informsi dan Komunikasi | Pembinaan pendidikan
Pendidkan (TIK) untuk Pendidkan | Penggunaan 2 Penyotnggaanplthan T urse pomboaran an pargoan
ekndogl nformasi satuan pendidikan uniuk pendicik dan tenaga kepen
|dan Komunikasi 3) Mendorong PTK untuk mengikuti pelatihan TIK
T untuk
Pendidikan
Refleksi dan perbaikan - - - 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Komunitas Belajar Pendidik | Jumlah Komunitas Komunitas - Pembentukan komunitas belajar ﬂan 1) Penetapan SK tevmasuk kegiatan, 1) d: Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
pembeiajaran oleh guru Pendidk dan Tenaga dan Tenaga Pendicikyang. | Belaar Pendidik i Nesional
Kependidikan terfasilitasi pengawas seko\ah \wlmat aktif da\am 2) Melakukan pengawasan/monitoring atas kumumtas belajar yang telah 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pmana
Pendidik yang Komunitas ter dibentuk minimal 3 (iga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang relevan. | Kekerasan Seksual, Bab VIl Pencegahan, Koordinasi, dan Pem;
(erasitasi ot ponemuan 3 « o sobagh wadah perigietan | 9 Porauran Pamernah Nomor 5 Tann 2021 eniang Sancar Pendidin
wacah berbasis 3 an pengavs. nal
meningkatkan kualitas layanan paling | 4) Pemeriniah Daerah memasiliasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan 4 Permendikbudrstek Nomor 32 tahun 202 tentang Standar Teknis
'sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan [ MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas | Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tatacara Pemenuhan
dapa terus terselenggara dengan bk ) Perpres Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Suategi Nasional Penghapusan
Kekerasan Anak
6) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan
Penangqulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan
) Pemendiaua Nomor 18 Tanin 2016 enng PengenanLnghungan
ah Bagi Siswa B
9) Permendikbud Numm 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20202024
10) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
11) Panduan Pengelolaan Komuritas Belaar
12) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar
13) Penmendkoudristek 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta
Realtas pembeiaaran - - - 61022040075 - onien digial Sumian konten Ronten Digial | Fasiitasgurd antuk mengerbangkan | 1) memberian pelatihan trkalt dengan pengembangan konten igial 1) Panduan RekomendastKegatan Beajar Untk Iplementas! Kuralom
digital digital untuk: konten digital pada aplikasi bidang 2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, https://guru.kemdikbud.go.id
yang akembangkan pendiikan yang pendidikan, misainya: Platorm Merdeka | berukar ikiran dalam mengembangkan konten dighal melalt komunitas | 2) Plaorm Merdeka Mengajar (PMA)
telah dikembangkan Mengajar (PMM), dan lain-lain, yang belajar.
dibutunken dalam mendukung Kegiaan | 3) mendorong satuan pelaksana Progra Sekolah Penggerak untuk
beljar mengajar melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada
satuan pendicikan fan.
guru catam n ak Konten
digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).
101022040076 - Petathan Penggunaan ApiKs | Teraksananya pelatnan | umiah peseria N e araan s ) Peraturan Pemeniai Nomr 57 Tahun 2021 tenang Standar Nasionl
Bidang Pendidikan nggunaan aplikasi di tenaga kependidikan dalam menggunakan | bidang pendidikan seperti platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Pendidikan.
bidang pendidikan pengguncan st dang penddian unuk Nengajar (PM), SILa, . 2)permendikbuctistek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Evaluas Sisem
aplikasi di bidang menunjang 2) kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam | Pendidikan.
pendicikan yang menggunakan aplikasi i bidang pendicikan 3 PemendiburstoNomor 18 Tahun 2022 Tetan pedonan
diksanakan 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk gadea 1 Satuan Pendidian
melakukan pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan Saman Penmmkan
Kepada satuan pendidikan ain. 9 perssin Nomar 12 Tahun 2022 Tetang Stancar persio
Sistem Informasi P ndidikan.
101.02.2.04.0046 Proses Jumiah Satuan Peseia ik | Fasiia!Gan emberan dukurgan k|1 eniike!Kebuhan peninghatan pemblaaran i sekolah melaldta | PermenGHoucisak Nomor 2 Tahun 222 eiang SandsPlyanan
Belajr bagi Peseria Dk | Belaja bagi Peserta Dk | Pendidikan yang proses belaar han oo brsoma pemangs kepeningn stk | e
Menyelenggarakan mskus\ dengan Unit Layanan Disabilitas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Proses Belaar 2)Dikus:perencanaan dan seieg implementatyang ekt dan chsien | Penlhan
dan pemetaan yang melakukan 3) Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2626 Tahun 2023 tentang
3) Pendampingan pelaksanaan implementasi peningkatan pembelajaran di | Model Kompetensi Guru
sekolah
4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untuk peningkatan pembelajaran
semesterberkuinya
01022040027 Koordinasi, Perencanaan, | Terlaksananya Koordinasi, | Jumian Dokumen | Dokumen | Pendampingan kepada Saiuan Pendidikan | L. Melakukan pendalaman dan kejan terkal eksisiing Kurikulum Gperasional | PP o 17 tahan 2010 leniang pengelolaan dan penyelenggaraan

Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang Pendidikan

Perencanaan, Supervisi
dan Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan

Hasil Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan

Nonformal (SPNF) untuk penguatan
pembuatan Kurikulum Operasional Satuan
Pendidikan (KOSP) sesuai karakteristik
Siswa dan Sekolah

atuan Pendidikan (KOSP) yang saat ini tersedia pada kesetaraan
2. Melakukan sosialisasi terkait pembuatan Kurikulum Operasional Satuan
Pendidikan (KOSP) yang baik
3. Fasiltasi pelatinan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk
Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)

endidikan
2). PP no 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
2).Permendiudrsiek nomr s ahun 2022 ertang

r 7 ahun 2022 s

5) Permendkbuistek nomor 16 thun 2023 tenang dendes proses

6). 211ahun 2022 penilaian

pendidikan

) nomor 18 tahun 2023 pembiayaan
47 1ahun 2023 elolaan

9) Keomendikbuintek nomor 263 Tanun 2022 tenang Perubinan e

eputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
56/M12022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka
Pemulihan Pembelajaran




No[  Kelompok

Indikator Kinerja Urusan

Kode Sub Kegiatan

Sub Kegiatan

Definisi Operasional

ndikator | (i bronas Spyy | "ikalor Akar Masalan
(Kab/Kota) PAUD sb Swp Keselaraan Non Jenjana Nomenkiatur Kineria dik Satuan skios! o NSPK
Kecukupan buku teks dan - - - 101.022.04.0037 Periengkapan Dasar Buku | Peserta Didk Menerima | Jumiah Buku Teks Buku Pengadaan buki teks dan non teks yang | 1) Idenifikas! kebutuhan buku bacaan teks dan nonteks penunjang fiterasi | 1. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
non teks yang berkualitas Teks dan Non Teks Peserta @pan Dasar dan Non Teks yang bermutu sesual dengan peraturan yang | ataupun numerasi 2. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3
Didik Teks dan Non Teks Diterima Peserta berlaku 2) dentikasi target atau sasaran pemberian buku bacazr Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Didi Bk Teks adeah bukuyang disusun | Pengadan buku eks dan nonloks enarjand et saupun numerasi, |, Peaturan Juks DAK Fisk yang berak pada ahun berilan
untuk pembelajaran berdasarkan standar [ termasuk buku teks utama Pendicikan Pancasila dan buku nonteks 4. Kepmendikbudristek tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks
nasional pendidikan dan kurkulum yang | bermuatan Pancasia 5. SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan
berlaku, 9T buku elektronik yang Buku Nonteks
Buku nion teks pelajaran adalah buku pemerintah, misalnya: buku kemdikbud go.id "
pengayaan untuk mendukung proses
pembelajaran pada setiap jenjang
pendidikan dan jenis buku lain yang
tersedia di perpustakaan sekolah.
7). Indeks fasiltas TIK - B 101022040055 Pengadaan Alat Prakiik dan | Alat Prakik Gan Peraga | Jumiah Alal Prakik Paket | Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan | 1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki | Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun beralan
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sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | terus terselenggara dengan baik.

Kuaitas perbeiejaran - 01022010035 | 101022020048 - Komen digial Sumiah konten Konten Dighal | Fasiias! gora uniuk 1) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belaar Untul mplementas! Kurkulum
digital digital untuk: konten digital pada aplikasi bidang bagi Pendidik dan Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, https://guru kemdikbud.go.id
yang dikembangian pendidikan yang pendidikan (misalnya Plaform Merdeka | bertukar pkitan dalam mengembangkan konten cigital melalu komunitas |2) Plaorm Merdeka Mengajar

telah dikembangkan Mengajar (PMM), dan lain-lain) yang belajar.
dibutukan dalam mendulkung kegiatan |3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk
belsjar mengajar melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten igital kepada
satuan pendicikan lan.
4 mengadvokesi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten
digital pada Platform Merdeka Me“ualav (PMM).
- 1.01.02.2.01.0037 1.01.02.2.02.0050 - - Pelatihan Penggunaan Aplikasi | Terlaksananya pelatihan Jumlah peserta Orang Peningkatan ‘melakukan 1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

Bidang Pendidikan

penggunaan aplikasi di
bidang pendidikan

pelatihan
penggunaan
aplikasi di bidang
pendidikan yang
laksanak

tenaga kependidikan dalam menggunakan
aplikasi di bidang pendidikan untuk
menunjang proses pembelajaran

1

bidang pendidikan sepert platform Repm Pendidikan, Platform Merdeka.
Mengajar (PMM), SIPLah, di

2) memberikan pelatinan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
menggunakan aplikasi di bidang pendidikan

3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk
melakukan pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan
kepada satuan pendidikan lain.

Pendidikan,
2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
Pendidi
) Permendibudrisek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman
jadaan B h Satuan Pendidikan
‘Satuan Pendidikan.
4 Persesien Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional

Sistem Informasi Pe Pendidikan




No

Kelompok o y
ndiator | e K8 SO | ndikator Akar Masaan Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definisi Operasional
Kabikota) PAUD ) e Kesetaraan Non Jeniana Nomenaur Kineria ket Setuan S NSPKC
- 1.01.02.2.01.0050 1.01.02.2.02.0058 roses Jumlah Satuan Satuan Fasilitasi dan Demhenan dukunyan untuk 1) identifikasi kebutuhan peningkatan pembelajaran di sekolah melalui data | 1) Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2626 tentang Model
Belajar BagiPeserta Dk | Belaar Bagi Peserta Dk | Pencidikanyang | Pendikan | proses belaar e o s brsana penang epeningan ek | Kopetns Gy
Wenyelenggarakan diskusi dengan Unit Layanan Disabiltas 2 Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sister
Proses Belaar )ik prencaancon et mplementas yang ok dan cisen | encidian
dan pemetaan yang melakukan 2) Permencikbucistek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan
3) Pendampingan ne\aksanaan implementasi peningkatan pembelajaran di Minimal Pendidikan
sekolen
4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untuk peningkatan pembelajaran
semesterberkunya
Kecukupan buku teks dan - 1.01.02.2.01.0045 1.01.02.2.02.0061 - - Dasar Buku Menerima Jumlah Buku Teks: Buku Pengadaan buku teks dan non teks yang | 1) identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan nonteks penunjang literasi 1. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
non teks yang berkualtas ks dan Non Teks Peserta | Peringkapan Dasar Buku | dan Non Teks yang bermutu Sesual dengan peraturanyang. | ataupun numerasi 2. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No
Didik Teks dan Non Teks Diterima Peserta beriku 2)dentfiasi target atau sasaran pemberian buku bacaan. Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuzn
Didik 3) Pengadaan buku teks dan nonteks penunjang literasi ataupun numerasi,  |3. Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
{etmasuk buk eks utama Pencidikan Pancasia dan buk nonteks 4. Kepmendkbucristek tenang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks
bermuatan Pancasila. 5. SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan
9T uku elekronik yang Buku Nonteks
pemerintah, misainya: bk kemdikbud. go:d
T01.06.2.01,0005 | Penyediaan dan Buku Cora Rakyal Dasran |Jomiah Buku Certa | Buku | Bacaan Buku Corlia Rakyat Daeran T Baar buka oot rakyat daerah penunian e 1 Undang Ungen Romor 24 Tann 2009 e e, saesa
Pendistribusian Buku Cerita Penunjang Literasi Rakyat Daerah Bermutu untuk Literasi Indonesia dengan dikoordinasikan oleh balai/kantor bahasa (UPT Badan Bahasa di Lambang Negara, serta Lagu \gsaan
acrah Penunjang | Kewenangan Penunjang Lierasi dagan st 5700 Namor 3 Tanun 2017 amang Siem Perulian
Literasi Kabupaten / Kota daerah tuk 3. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3
Tersedia dan erdiubusi | KabupatenKota enyuman bk cer oyt dosrah da Dk beratass coeran Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
yang Tersedia dan 2 pencasan 4. peraturan Pemeintah Nomor 57 Tahun 2014 tenang Pengembangan,
Terdisribus da Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi
5 e sama dalam pendisvibusian buku cerarakyat daerah penunjang | Bahasd idonesia
literasi dengan balai/kantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah setempat) 5 Permendikbud Numur 42 ‘Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional
enanasaan dan Kesesi
). Inaeks faiias TK - 101022010055 | 101022020067 - B Pengadaan At Prakik dan | Aat Prakik dan Peraga | Jumian At Praki Paker | Pengadaan TIK untuk pembelaaran dan | 2) Dinas Pendiaikan mefakukan pendataan sekolayang sudah memi [ Peraturan Jukis DAK Fisk yang beriak pada tahun beraan
2). Indeks Bahan dan 19¢ Didib yang Tersedia | dan Peraga Peserta pengelolaan satuan pendidikan dan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi
Fasiltas Belajar Literasi Didik yang Tersedia pongadaandt praki el e da | 2) Sk sekia yeng e ik prlan T dan ki
nu elaj
\amnya yang releve
5 Pencrnian Saeran mengkasian daa o 3D i pngean
bagi
pesiann et
3 |Kekhususan Peningkatan Prof egiatan pendampingan 1.01.02.2.03.0017 - - - - Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumlah PAUD yang Satuan Pemberian layanan bagi isultatif maupun sesuai kebutuhan Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas pada BAB 8 hal 63 dst
PAUD Jumiah Satuan PAUD yang | mengenailayanan Manajemen PAUD pendiaban < pendidion anak va i paing | PAID o Kl agaan don menemen sk mencapes PALD sebagai acuan unluk pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD
Mendapatkan Minimal berkualitas bagi satuan PAUD | Manajemen PAUD Pembing sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Berkualitas dalam mendukung PAUD berkualitas
asi Kelomibagaan dan 2. pendampingan tekis dan pelaksanaan kegiatan calam hal kelembagaan
Mangjemen dan manajemen unuk mencapai PAUD Berkualtas
0102203007 - - - - Sosiisastdan Advokas | Teraksananya kegiatan | Jumiai kegiatan o | Soms Koo s prdan |1 Sosalss penguan cas SIS bk vk GGk | URGg Ui R et s 20 T 2003 o
Kebijakan Bidang Pendidikan advokasi waltas layanan PAUD berkualias Sistem Pendicikan Nasional;
Kebijaken di bidang acvokasi kebijakan Pendidikan Anak Usia Diniyang melputi |2, Advokas! satuan pendicikan dalam menyusun perencanaan berdasarkan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar
Pendidikan idang pentingnya proses pembelajarz indikator PAUD berkualitas lasional Pendidikan;
Pendidian yang pengeloiaan yang berkualtas, 5 Pauran enanpendion g ebusaan o 13 Tann 2018
dilaksanakan dilakukan paling Sed\kﬁ 1 (satu) kali dalam tentang n Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi
1 (saw) tahn 3 Nasionl Pendidian s Usa D don Pendiian Nowormal
4. NPK PAUD Berkuaitas Ser 1 tentang Proses Pembelajaran Berkuaias
5. NPK PAUD Berkualias Seri 5 tentang Perencanaan Berbasis Data dan
Acuriabiias Pembiayaan
Kegatan pendampingan | 101022030026 - - Sosiisasidan Advovasi | Teraksananya kegiatan | Jumia kegiatan o | Pendanpnga ket St PAUD |1 e o Ko AU D Sy e ek G| P nomor 7 Tan 200 e Pengesean g Perygenooaaan
mengenai cara membangun Kebijakan Bidang Pendidikan i untuk penguatan kemampuan fonc aktivasi Forum Komunikasi PAUD-SD jika sudah memiliki Pendidikan
Kemampuan fondasi terasi Kebijaken di bidang acvokasi kebijakan ekt Heradon numerst (yang ok |2 Acokactmngenss iekonsepes mmace. memate. menghiun 2. Permencikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimazn Peserta Didik
dan numerasi Pendidikan bidang dan efisien dalam menyasar guru) (calistung) dan pentingnya membangun kemampuan literasi numerasi secara | Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pendidikan yang menyeluruh ertama, Sekolah Menengah A, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
diaksanakan 3. Fasitasipelaihan bagi pendicik dan tenaga kependicikan 3. Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen nomor 07591CIHK 04.01/2023
{entang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekoian Dasar
Kelas Aval
4. NPK Transisi PAUD ke SD
Keamanan Bangunan Saiuan| 101022.03.0045 E B - B Rehabiltas] Sedang/Beral | Sarana, Prasaranadan | Jumiah Sarana, Tnit | Penyediaan iayanan pendidikan di sawian |1} Tehabiltast Sarana, Ulias pada | L Terkall dengan sarana dan prasarana yang peri drehabiltas: onik
Sarana. Prasarana dan Utitas |Usitas PAUD yang asarana da pendetan o enaias Saan, - atan pencidianyng mermbukan yang diakulen berdsaran ondsi | nemberkan ngiungn yangamen b o s g
o Terehabiltas: Secang/Berat | titas PAUD yang et uk menghing [ terdapat pada NPK tentang Lingkungan Belaar Aman 8ab I halaman 25 ds.
Telah Direhabiliasi Kondisirusak sedanghberat Kebatuen tiaya rehapilast Sarana, Prasana den Oilas odi et 2 Pasrn e s D Akt K ik ang s
Sedang/Berat ada satuan biaya D
Ketenuan yang beraku 5N PAJD Barti Sen et Kreraiimum & Spres
2) Melakukan rehabilitasi Sarana, Esensial
sedangloerat pada sauan pendidikan yang sesua dengan NPK PAUD
Berkualtas
Tndeks Refeks dan 01022030078 - - Fositast Komunitas Belajar | Komunitas Belajar Pendidi | Jumiah Komunitas | Komunitas | Fasitas T) Penetapan SK Temasik Kegiatan, |1 Nomor & Tahun 2072 entang Evaluas: Sistem
Perbaikan Pembelajaran oleh Pendidik ﬂan Tenaga dan Tenaga Pendidik yang | Belajar Pendidik wadah berbasis lini |, dsb terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap PAUD,
Pendidk Kependi teresitast dan Tenaga 2 dan memastian gur, kepala sekolan, | endidian Dasar, dan endidkan Menengah
Pendidik yang sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | dan pengawas/penilik sekolah terlibat ak\ﬂdalum knmumuzs tersebut 2. Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum
tertasiltasi 3) Memberikan Merdeka pada Platiorm Merdeka Mengajar, htips:/guru kemdikbud.go.id
Famias ar e Pl ek Mengar (V) dan wiabshe |5, Piaorh Merdoks Wengar
PAUDPED . Website PAUDPEDIA
o Weldakan pengavasanimoritoringsts komuritas beljar yang elah
dibentuk minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang relevan.
Penerapan prakii baru 0102203002 , B - B Pelaihan Pengounan ApIKas! | Terlaksananya pelaiiian | Jumiah peserta rang [ Peningiatan T melakukan 1) Peraturan Pemenian Nomor 57 Tahun 2021 temang Standar Nasionl
Sidang Pendidikan penggunaan apikasidi | pelainan enaga kependian dsiam menggunakan. | bdang pendician sepes pladorn Repor benciian. Piaforn Verdeka | eniaicn
bidang pendidikan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan untuk Mengajar (PMM), SIPLah, dil. 2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem
eplikasi i bidang menunjang proses pembelajaran 2) memberikan pelathan kepada Pendick dan Tenaga Kependidikan dalam | Pendidikan.
pendidikan yang menggunakan aplkasi i bidang pendicikan 3 PemondbudrstoNomor 18 Tahun 2022 Tanan pdonan
aiaksanakan 3 mendorong Program Seko engadaan 1 Satuan Pendidikan
ek pengmboson dalam pengainan apiked oang pondkan | Sann Pendidhan
kepada satuan pendidikan lain. £ Peresien Nomr 12 Tahun 2022 Tenang Standar Operasional
Sistem nformasi P endidikan
5.) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebuﬂayaan Rvsel Dan Teknologi
Republl Indonesia Nomor 3712021 Tentang Program Sekolah Penggerak
Proporsi PTK dalam Diklat 1.01.02.2.03.0039 - - - - E\mmngan Teknis, Pelatihan, | Terlaksananya Bimbingan ~[Jumlah Peserta Orang Fasilitasi 1) pemanfaatan Platform Merdeka - Pedoman Diklat Berjenjang PAUD
Teknis Magang/PKL untuk | Tekns, Pelathan, danatau |Bimbingan Teknis, penguatan kompetensi kepala sekolah dan |Mengajar (MM " Pedoman Penguatan Kapasitas PAUD yang berlaku
Penmgkalan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untul Pelatihan, dan/atau 2) Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan - Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum
Pendidican eningkatan Kapasitas | Magang/PKL untuk Kapasias diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar,dan | Merdeka pada Plaor Merdeka Mengajar, ups:guru kemdikbud.go.d
Bidang Pendidikan Peningkatan lainnye)
Kapasitas Bidang 3
Pendidikan yang naiik o
dilaksanakan 4) Pelaksanaan pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala
sekolehdan gur untuk refekst pembelajaran
Kecukupan konten 0102203003 - - » - Konten digial Sumia konten Romen D Faton g7 merupran fonin e Derath 1) Panduan Rekomendas: Kegtatan Beajar Untl Fnplementas! Kurialur
pembelajaran oleh guru yang dgial igitalunuk encukung pembelaaran dalam bertuk | 2) menyeciakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependiikan untuk | Merdeka pad Plaform Merdeka Mengajar, ps:/gur kemdkbud. goid
berkualizs untuk mengajer yang dikembangkan pendidikan yang (il Sehingoa konten yeng i | etk pn am mengemangan i il it omunias
i

melalui Platform Pemhe\e;aran
Kemendikbudristek

belajar.
3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk
melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada
satuan pendician i

quru dal I ak Kont
i pod Pltom ordeka Menaay (PMM)

2) Platform Merdeka Mengajar (PMM)
3) Website PAUDPEDIA
4)) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak|




penguatan kebinekaan, dan peningkatan Iayanan yang inklusit

No| Kelompok . »
ndiator | et Kee Uses | kot Acar asaiah Kode Sub Kegiatan Sub Kegiatan Definisi Operasional
TKab/Kota) PAUD. D Swe Keselaraan Non Jenjang Nomenkiaiur Kineria Ingikator Satuan Deskripsi o NSPK
Ketersediaan APE 1.01.02.2.03.0046 - - Pengadaan Alat Praktik dan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik Paket Alat praktik dan peraga adalah 1) Melakukan ide ke l NPK seri 8 tentang Kriteria Minimum & Sarpras Esensial Penyelenggaraan
Peraga Peserta Didk PAUD | Peserta Didik PAUD yang | dan Peraga Peserta secara |2) Penyediaan alatprakik dan peraga untuk peserta didik i satuannyayang | PAUD halaman 15 dan untuk ketersediaan APE selain dari pabikan dapat
Tersedia Didik PAUD yang khusus untuk praktik atau sebagai peraga | sesuai dengan NSPK dilihat pada halaman 39 dst
Tersedia dalam mendukung pembelajaran agar
mudah kepada satuan PAUD setelah
menerima APE terkat informasi penggunaan APE.
Proporsi Guru Uik | 101022030016 - - B - Pengembangan Karir Pendidik | Pendidik dan Tenaga Jumiah Pendidk Orang | Peninghatan Kl dan Kompeensi |1 Pembertn beaisv aa baiuan baya penddian bagpenddk PAUD |1 Perautan WentetPendidiar, Kebudaycan, ise Dan Tekndlog
PPAUD Formal dengan penguatan karir guru dan Tenaga Kependidikan Kependidikan yang dan Tenaga haql pendidik dan ter ntuk pendi Repuhllk Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru
kualfikasi S1/D IV pada Satuan Pendidikan PAUD Fasiltasi 2. Pemberian an biaya pendidikan dalam peningkatan | Penggy
Kenaikan Mendapat kumpmensw yang dipersyaratkan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Kepme«dlkbudmslek No. 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah
Pangkat/Golongan, Fasiltasi Kenaik 3. Fasiltasi pelatinan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam | Penggerak
Pemberian Promosi, Pangkat/Golongan. walifikasi
Peningkatan Kompetensi Pemberian Promosi, 4. Fasilitasi kevkulser\aan pendidik PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1 | 4. Pedoman kualifikasi guru D-IV / S1
dan Kualfikasi Peningkatan dalam Dikia
Kompetensi dan 6. Booklet Kebermanfaatan Dikat Dasar
Kualifkasi
2 |- Kim keamanan SD. - Pemahaman mengenai - 101022010028 | 101022020041 N - ‘Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Pembinaan | Jumiah Sekolah ~idim Keamanan: regulasi e o NSPRC
Kebhinekaan, [2).Idim keamanan SMP | perundungan, kekerasan Manzjemen Sekolah Kelembagaan dan Pendidikan  [dan ) U s o 20 T 20 e e
dan Inklusivitas |3). Iklim kebinekaan SD ‘seksual, dan hukuman fisik Manajemen Sekolah Menengah Pertama rasa aman secara fisik |2 o rpenaion e o et g oncote
). Ilim kebinekaan SMP man mengenai yang Dilaksanakan pencegahan oo, e,
5). Kiminklusivtas SD_ | inklusivitas dan kebinekaan Pembinaan narkoba, iy
6). Ikiim inklusivitas SMP | untuk mencegah diskriminasi Kelembagaan dan hukuman fisik, seta pembinaan dalam [} S o e
hadap ekonomi, gender, manajemen sekolah rangka pendidikan kesehatan e erctisieton
fisik, agama, suku, dan - Iklim Kebhinekaan: o oo S penargmres kterssn G e & m‘hmn 2022
budaya teguiasi dan program UnlUK mencegah | mara. o e
- Pemahaman mengenai intoleransi, dukungan keb dan  [ns ety )
sikap inklusif terhadap mendorong kebhinekaan (it e i Kebuiayaan Tarun 20202024
isapltas yeng berkltas Wi Inklusivitas:
et - e L e
memberikan peningkalan disabiltas, cerdas dan berbakatistmewa, [, o
fayanan pendidikan secara dan 2021 et
B reman i
inklusif, terutama terhadap H
siswa disabilts, s syl il
o o mewal o o e ok, o s s
-Sistem pelayanan wano anens KeranoA. Ko, KA Ko HAO,dan Ko Dot Tortang Inperita: Percogren
pendampingan kejadian e 202
untuk perundungan, i ey
kekerasan seksual, dan ety 7 Kesan Seoetans o Kok v SAMIZOZ3 Terian) Poumgk Tl Tata
hukuman fisik terhadap
seluruh peserta didik by Do,
-Sistem pelayanan 2 terbarikan petasihan pencegahan dan penanganan kekerasan
pendampingan kejadan
terkam _
inekaan untuk memga,, B 101022010043 | 101022020055 B B ‘Pemberian layanan Terlayaninya satuan Jumiah kegiatan Kegialan |- Layanan ke an s oo 1m0 e e et
iskriminasi terhadap pendidikan dalam bagi
gender, fisik, agama, suku, pencegahan satuan pendidican pencegahan berbagai [resisnpersre 3 i e o s T—
Gan budaya perundungan, kekerasan, dan | kekerasan, dan intoleransi | untuk pencegahan satuan pendidikan (1% 5% 0105 (oo, e,
Sistem pelayanan intoleransi perundungan, olen X .
pendampingan kejadian kekerasan, dan peraturen yang berlaku. skl testang ntoerans dan pencegatannya  Tatacara Pemeruhan
untuk sikap tidak inklusif intoleransi - Kim Keamanan: Tz
terhadap disabilitas, siswa. pendidikan o
s ton berbaket istimewa untuk mencegah
ekerasan seksual pada anak minimal 1 | Pemkan et s o ann 1y P T T 203 oo s
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan 0 e s e e o g o Fray s
- Kim Kebinelcaan: Pemberian layanan (5 paysasss ares st escasen
endidikan ecamnissasen
uniuk mencegah intoleransi, GUKUNGAN | rusurge s s 31w, ot akstas 503 e s e Do | e,
kehhmeknan minimal 1 1 Pemeraid
(enam) bul o sogan oo
i ovtoditas: Pemberian eyanan | D asmuamarsays e sk ooty porcen, s s, |y T e o s S 3 o
pendidikan
untuk peningkatan d ek adrherasan bemabot 00,0 [ o 2025 o i
cerdas dan berbakat istimewa, dan e e e e o i 15025 o TPRSKID O REES .
minima 1 (satu) kal T T arn
dalam 6 (enam) bulan o P (75
ey e pa AL, i Ok, b
et g e ovt a8 Lo S Pern 25 pekadrcasao e 0.
B T01022010036 | 101022020049 B agial Jumiah konten Konten Digial | Konen digial merupakan konten untuk NSPK.
digital digital untuk ‘mendukung pembelajaran dalam bentuk bagi Pendidik dan 1) jiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum
yang dikembangkan pendidikan yang it sshngonortanyang i erespirandssm mengembangean s gt el komurikss |k b Pladem Wetdake Mange s Hpsigur Kkt ol
mudah dibagi belajar. 2) Platform Merdeka Mengajar (PMM)
melalui Platiorm Pembelajaran 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak uniuk 3) Website PAUDPEDIA
Kemendikbudristek: melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada 4) Pevmendlkhuduslek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan
satuan pendicikan fain enanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Fasiltasi guru untuk mengunggah aksinyaa delam bentuk kot |5) Peranian Kot Sama Anava Kemendkbug Fise dan Teknolog dan
konten digital pada aplikasi bidang digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kemendagri, Kemenag, KemenPPA, Kemensos, KPAI, Komnas HAM, dan
pendidikan, misalnya: Platiorm Merdeka | 5) mendorong guru yang berperan sebagai TPPK untuk mengembangkan | Komnas Disabiltas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penangana
Mengajar (PMM), dan lain-lain, yang konten edukasi pencegahan kekerasan secava digital (media elektronik) Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor: t7 X/PKS/2023; Nomor:
dibtunkan dajam mendukung kegiatan | (kekerasan 1400.1.r15470/53; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setmen Birohh /KL Ol
belajar mengajar ikeminasan il don sejakan g g ekerisan) |09 12055 Nomer- Tahun 2023 Noror 07 ISKPNRG 12025 Nomer
6) Melakukan pendampingan kegiatan penguatan pendidikan karakter 006 /KL.O0-PKS/X 12023 Nnmnv 18/PKS.KND /tO /2023
melalui implementasi Projek Penguatan Profil Pela 6) Keputusan mor 49/M12023
Tenlanﬂ Petunjuk Teknls Tata Cava Pelaksanaan Peﬂteﬂahan dan
kerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
T et merdekadanheherasan ke o1
B 101022010049 101.02.2.02.0060 B B ‘Bimbingan Teknis, Pelaihan, | Terlaksananya Bimbingan | Jumiah Peserta Orang ~IKiim Keamanan: Peningkatan kapasitas T I
dan/atau Magang/PKL untuk | Teknis, Pelatihan, dan/atau | Bimbingan Teknis, guru dan terkait guatan kebinekaan, dan nemnuka‘an layanan  Koordmsi, dan Perartaian. " B
Peningkatan Kapasitas Bidang | Magang/PKL untuk Pelatihan, dan/atau pencegahan dan penanganan Vang it meleu porantaaian MM)
Pendidikan Peningkatan Kapasitas Magang/PKL untuk perundungan, kekerasan seksual, narkoba, | 2) mendorong guru untuk mengikut pelatihan mandm di P\anmm Merdeka | %) pemenboussie
Bidang Pendidikan Peningkatan hukuman fisik, serta. pembin Mengajar (PMM), termasuk modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Taun 2022 et i
Kapasitas Bidang rangka pendidikan kesehatan modul Wawasan Kebinekaan Global, modul ROOTS Mandiri, dan modul o
Pendidikan yang - Iim Kebinekaan: Peningkatan kapasitas | Projek Penguatan Profl Pelajar Pancasila (P5 0 cmenies o 10T 20 ery v e
dilaksanakan guru dan tenaga kependidikan 3) mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka
pencegahan intoleransi, dukungan Mengajar (PMM) dan video edukasi di laman rfad
ebinekaan Sncion
Iklvm inklusivitas: Penmukatan kﬂmssmus 4) dukungan finansial untuk mengikut pelatihan peningkatan kapasitas 1 e
dan penanganan kekerasan, penguatan kebingkaan, (15 w3 T 2014 ety Perersen s
pe«mgksl.an Tavonen dsabihas, erias | peningkatan layanan yang inklusif diluar Platform Merdeka Mengajar oz T
bakat istimewa, dan penerimaan 'MM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)
(desbitoe ) menjlenggraan plihan untuk peninghaan kapasias penci can (i8S o et o S 8
tenaga kependidikan tentang pencegahan

(KL o P 12073 Mo 18PCS KD, 10 2073

et sngrn 202




B. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten-Kota Wilayah Papua

Kelompok Indikator Indikator Kinerja Urusan Sub Kegiatan Definisi Operasional
No (KablKota) (Indikator Prioritas SPM) Akar Masalah Non Jenjang
Zmy Papua baral Zm Papua baral enidatur Koo ndikator Desiios NSPK
1 |Angka Partisipasi Sekolah 1) Jumlah Warga Negara Usia | 1). Daftar anak usia 5-6 tahun 101023050060 | 101024050060 | 10102.3.06.0053 1.01.02.4.06.0053 B Komdlnas\ Peveﬂcsn Tevlak anya Jumiah Dokumen Dokumen |1). Pendataan anak usia dini | Operasionalisas terkait Pendataan: NSPK terkait Pendataan
5.6 tahun yang berpartsipasi | yang tidak bersekolah su n Evaluasi cordnas, Perencanan | Hasi oordnas, ntuk keperuan identikasi | 1) Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui |1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar
dalam pendidikan (APS) 2). Daftar anak usia 7-15 tahun Layanan dl B\danu Pendidikan Evaluasi N kebutuhan daya tampung berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi | Pelayanan Minimal (SPM)
2). Jumlah Warga Negara Usia_|yang tidak berpartisipasidi satuan Layanan di Bidang Supervisi dan lyananunsk nck a5 | dn bterasama dengan s a9 e |2) Pt Nomor 6 Tahun 2021 tnang Penerapan
7-15 Tahun yang berpartisipasi | SDISMP. Pendidikan Evaluasi Layanan di (lima) tahun Sampa\ dengan | sama dengan kepala desa ataupun kecam ‘Standar Pelayanan Minimal
datam pendidikan dasar (APS) |3). Daftar anak usia 7-18 tahun Bidang Pendidikan 6 (enam) tah, iaseken lomor 32 tahun 2022 tentang Standar
3). Jumlah Warga Negara Usia [yang belum bersekolah formal dan 2). negare Inya de kerja sama terkait | Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tatacara
715 Tahun yang brparispas |oelum berparisipasi i satian o 115 ahun yang ook o (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis | Pemenuhan
datam pendidikan kesetaraan | pendidikan kesetarg bersekolah aka) serta meningkatkan kesadaran 4 NPK Transisi PAUD-SD: Panduan Umum Penyelenggaraan
(APS) 4). Daftar anak usia 16—15 tahun 3). Pendataan warga negara masyarakal tentang pentingnya pendidikan; (d) Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan
4). Jmiah Warga Negara Usia_[yang tidak bersekolah usia 7-18 yang belum anliss data selunder.
16-18 tahun yang berpartisipasi |5). Kesadaran masyarakat tentang bersekolah formal NSPK terkait Dapodik
dalam pendidikan menengah [ pentingnya pendidikan 4). Pemutakhiran Dapodik | Operasionalisasi trkait Pendataan PAUD: 1 Pemendikoud Nomr 31 Tahun 2022 terianSe Daia
(4PS) minimal 2 (dua) kall dalam | 1. Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui | Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
'setahun untuk menjamin berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi | 2) Kenmenmkbud 303/M/2022 tentang Juknis Data Penmmkan
erka; (©) (Dapocik) pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah ser
kondisi la de e kecamatan Kuvsus dan Pelatihan
untuk melakukan ia sekolah Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petujuk
(5-6 tahun) di daerahnya, misalnya dengan kerja Tekms Pengelolaan Dana BOSP
Sama terkait SIPBM (Sistem Informasi
bangunan Berbasis Masyarakal) serta
menlngka‘kan kesaﬂavan masyarakal tentang
Biaya personal peserta ik 101023050045 | 101024050045 | 101023060037 | 101024060037 E Peryedaan Biaya Persanl |Biaya Personi Pesera | Juriah Pesera Diak | Peserta | Pemberian baya penddian | . Pendataan peseria ik peneima e SPK
Peserta Didik Sekolah Didik Sekolah Menengah | Sekolah Menengah didik dari mpu. 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Menengah Atas  Sekolah | Atas / Sekolah Menengah | Atas / Sekolah mampu - Penyusunan pedomen pemberian biaya Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
Menengah Kejuruan Kejuruan Diterimaoleh | Menengah Kejuruan sampai lulus Pondion kpada peser ik kehrg k[Pt P tomor 3 ahun
Peserta Didik 'yang Menerima Biaya 2) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar
Personil Peserta Didik 5 Menyalurkan biaya pendidikan kepadapeseria | Tekn Pelyanan Minimal Pendidin
didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) Kepmendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP
4. Melakukan monioring dan evaluasi pemaniaatan | PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-
biaya pendidikan kepada peserta didik yang Masing Daerah
menerima 4) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar
Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
5) Buku Panduan Penyelanggaraan PAUD Berkualas Seri 8,
{entang Krieria Minimum dan Sarpras Esensia
Penyelenggaraan PAUD, bagian Sarana Prasarana Esensial
halaman 28 dst, sebagai acuan jumiah perlengkapan sera cara
dan
6) Buku Pedoman Peran Desa Dalam Penyelenggaraan PAUD,
BAB lpoin £, hal 27, sebagai acuan sarana dan prasarana yang
perlu ada di satuan PAUD
1.01.02.3.05.0039 1.01.02.4.05.0039 1.01.02.3.06.0031 1.01.02.4.06.0031 - Pe"ﬂaﬂaan Pev\sﬂgkar)aﬂ Perlengkapan Peserta Jumlah Perlengkapan Paket Pemberian perlengkapan 1) Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Peserta Di Didikyang Tersedia | Peserta Didik yang penunjang pembelajaran ke | penerima perlengkapan penujang pembelajaran | Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
Tersedia 2) unjang raturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
sampai luus g dibutuhkan peserta ik 2) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar
3 Penyusinan pedomen pemberian perengkapan | Teknis Pelayanan Vinimal Pendidikan
penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang | 3) Kepmendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP
jadi sasaran PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-
4) Pengadaan dan penyaluran perlengkapan Masing Daerah
penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
5) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dar
pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran
kepada peserta ik yang menerima
Daya tampung satuan pendidikan 1.01.02.3.05.0001 1.01.02.4.05.0001 1.01.02.3.06.0001 1.01.02.4.06.0001 - Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru yang Jumlah Sekolah Baru Unit Penyediaan layanan 1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan 1SPK PAUD.
bagi anak usia sekolah ‘Sekolah Baru) Teman un yang Telah Dibangun pendidikan di daerah yang | melakukan pembaruan dapodik iz
kekurangan 2) Melakukan i dengan
Unit datanya
Sekolah Baru (USE) 3) Membuat analsis unit
o Song e e
4) Melakukan survei kelayalan lokasi calon oot ooy
pembangunan unit sekolah baru.
) Nelaikanpembangunan unisckola by 257 Fiis
(e
sy
i deabiias o Gaesanokadyang tolah s
ditetapkan,
Kontraidual sesuai dengan ketentuan yang berlaku
emmenisson i o
i o S 255 s ety e
101023050002 | 101024050002 | 1010230600027 | 10102406.0002%) - Ruang Kelas Tumiah Ruang Kelas | Ruang | Penyediaan layanan T) Bersama-sama dengan satuan pendidikan

Banu

) Penambahan Ruang Kelas
Sekolah

Ruang Kelas Baru
Bertambah

Baru yang Bertambah

pendidikan di daerah yang
Kekarangan dye tampung
melaui iang

melakukan pembaruan data sarana dan prasarana
di dapodik
2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan

Kelas baru

1 Perbres Nomar 3 Tahun 2019 enang Pembar

Reabiias, at Renovasi Pasar Rakya, Pracarana perguruan

Tinggi, Perguruan Tingg Keaqamaan Islam, dan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah

2)Permendikoud enang standarpengellaan iaupun standar
yang ber

ruang kelas pada satuan pendidikan yang
podik

9 Survl kelayakan okas calon
ruang kelas bart
' Melak pobangunan uang klas baru
(termasuk perlengkapan/mebel sesual standar
sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta
didik disabilitas pada satuan pendidikan yang telah
ditetapkan, baik secara swakelola maupun
kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) terkait dengan
el dalan Permendioud Nomor 1 Tabun 2021 etang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-K:

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah mnengan
 Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

4 Unuk menghiungkebuuhan USBIRKE, seta asumsi
rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a)
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Eroses ®
Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan,

) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan
biaya USB/RKE berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau
sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi
bangunan.




Kelompok Indikctor Indikator Kinerja Urusan Sub Kegiatan Definisi Operasional
No A Masalah
(et Onclketor Pricrias SPM) Pavua Barat Pavua Pavua Barat Non Jenjeng Nomenidatur et ncikator Saan Desirios
T01023050019 | 101024050019 | 1010230600157 | 10102.4.060015°) E Rehabiliasi Sedang/Beral | Ruang Kelas Sekolah | Jumiah Ruang Kelas | Ruang | Peryediaan layanan 1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan T Ferores Normor 43 Tan 2019 nang Pembareina
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilasi Sckolah yang Telah deerahyang | ki perbarsa dtasarana dan prasranad [eabies’, ta FenovasPesar el Pressane rergurian
Kekurangan daya tampung | dapodik i Perguan g Kegaaan o, an Satun
) Rehabiltasi Ruang Kelas Sedang/Berat melalui rehabilasi ruang | 2) Melakukan analisis kebutuhan rehabiliasi enivan baserdan e
Sekolah ) Ruang Kelas Sekolah s ng kelas kondisi usak ~ |2) wvdar
yang Terehabiltasi ) Jumiah Ruang /ah dinputkan dalam Dapodik. |Sarana prasarana yang ber
Kelas Sekolah yang nie Tronang keman bl ehabines 9 Perauran seng o xevkan dengan jumiah rombongan
Direhabiltasi jang kelas kodisi rusak belajar or L Tahun 2021 enang
padsatuan baya DAK Fiok sesu dengan Pena Pesots Dk S Tom
Ketentuan yang beriaku ek Basar Sekoin Menengan Poame, vl wenengah
3) Melakukan rehabiltasi ruang kelas konisirusak | A12s: dan Sekolah Menengah Kejuruan.
<adanger o e pndhandengan |9 Uk merdirsebuen USEG sea s
: , rombongan belajar minimum dan matksimum berdasar
B Meaaon | Pemendkbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses: (5
A vt Permencikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional
Pendidican Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Alyah
Keijuruan
5) Dalam menghiung biaya investasi dapat menggunakan satuan
biaya USBIRKS berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau
sesuai ketentuan yang berl
6) Perauran petunjuk tekns Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifiasi
bangunan.
T01023060004 | 10102406.0004 PembanguTanuarg PRk g Pk S | omiah g Pk | sy | Pengadan v praie | ) erias Feberadaas wang ki sova yang |1 Pemendiud Ko 22 Tahun 202 s Sanda Poes
Siswa yang Terbangun Siswa yang Tel siswa penunjant elah yang or 34 Tahun 2018 tentang S
Dibangun yang SwiK Nasionl Pencihan Sescian Menengah Kepaaatiariseeh
disesuaikan siandar industr | 2) Pengadaan ruang Alyah Kejuruan, standar sarana dan
dengan standar Sapras Ind
9 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
diselenggarakan di SMK
7 [terasi dan Numerasi | 1), Ratarata kemampuan | Data pefa kebutuhan PTK 101043020001 | 101044020001 | 101043020001 | 101044020001 Perhitngan dan Pemetaan | Tersedianya Dokumen | Jumiah Dokumen | Dokumen o) anaiisis ) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK.
Uterasi SD ber Pendidi dan Tenaga Hasil Perhitungan dan | Hasil Perhitungan penempatan untuk untuk setiap saluan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK
Asesmen Nasion Kependidikan Satuan Pemeaan Pendidik dan | Pemetaan Pendidik ataan pendidik dan | 2) Pengadaan pendidik sesuai dengan hasil 2) Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 fentang Pemenuhan
2). Ratarrata kemampuan Pendidikan Sekolah Tenaga Kependidikan | dan Tenaga tenaga kependidikan paling | pendataan dan anaiisis kebutuhan pendidic Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengavias Sekolah
Numerasi SD berdasarkan Menengah Atas dan Sekolah [ Satuan Pendidikan Satuan sedikit 1 (satu) kal dalam 1 [3) Penempatan hasil 3 mor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Asesmen Nasion Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Atas | Penddikan Sekolah (satv) ahun pendaiaan dan analisis kebutuhan pendidik Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
3). Rata-rata kompetensi dan Sekolah Menengah | Menengah Atas dan Angka Kreditnya
Lierasi SMP berdasarkan Kejuruan Sekolah Menengah Pemetaan kecukupan Jamah | 1) Pendataan dan analiss kebutihan Pengawas
Asesmen Nasional Kejuruan olah uniuk
4). Rata-rata kompetensi satuan pendidikan pendataan dan anaisis kebutuhan Peny
Numerasi SMP berdasarkan ) Penempatan Pengaias sesusl dengan has
Asesmen Nasional pendataan dan analisis kebutuhan pengaas.
5). Rata-rata kompetensi
Literasi SMA berdasarkan | indks distibusi guru 101043020002 | 101044020002 | 101043020002 | 101044020002 Penataan Pendistibusian | Terlaksananya Penaaan | Jumiah Laporan Hasil | Laporan 'Esmhus\ pendidk dan | 1) Pendaiaan dan analisis kelebinan dan
Asesmen Nasional Pendidik dan Ten enagelepencihenyang |Velrangen jam mengear paselep maza
6). Rata-raia kompetensi Kependidikan bagi Satuan | dan Tenaga Penataan n raltas pelajaran uniuk setiap satuan pendicikan
Numerasi SMA berdasarkan Pendidican bagi Satuan pendidikdan |2) Penempatan pendi dar Seuan ondidikan
Asesmen Nasional pendidikan Sekolah b Tenaga {enaga kepeniskan yang kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran
7). Ratarata Kompetensi Menengah Atas dan Sekolah | Satuan Pendidikan Kependidikan bag {ertontu ke Satuan Pendidikan yang kekurangan
Literasi SMK berdasarkan Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Atas | Satuan Pendicikan jam mengajar mata pelzjaran yang sama.
Asesmen Nasional dan Sekolah Menengah | Sekolah Menengah
5). Rata-rata Kompetensi Kejuruan Atas dan Sekolah
Numerasi SMK berdasarkan Menengah Kejuruan
Asesmen Nasional Kecukupan formas| gurus ASN 101023050050 | 101024050050 | 101023060042 | 101024060042 B Penyediaan Pendiak dan | Pendidk dan Tenaga | Jumlah Pendidik dan |  Orang | Pengajuan formasi guru ASN | Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru | 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
untuk sekolah yany Tenaga Kependidikan bagi | Kependidican Tersedia | Tenaga Kependidikan etentuan 2 Peraranpenetnah o 49 Tahun 2018 eiarg
diselenggarakan oleh Pemda Satuan Pendidikan Sekolah | bagi Satuan Pendidikan | yang Tersedia pada peraturan perundang- guru paca satuan pendidikan yang masih Manajemen PPPK
Sesuai dengan kebutuhan Menengah Alas / Sekolah Menengah Alas [ Satuan Pendidikan gan Feutangan s (esu i gur dengan rombel |9 PermenpanB Nomor 14 Tahun 2023 etang Pengacdaan
peningkatan indeks distibusi guru Menengah Kejuruan Sekolah Menengah | Sekolah Menengah jan kewenanganny) PPPK uniuk Jabatan Fungsional
Kejuruan Aas. | Sekolah 4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDE pada TK.
Menengah Kejuruan SD, SMP, SMA, dan SMK
Penyediaan gura 1) Penyediaaniperekrutan Gura Pembimbing 1) Permendikbud no 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban
pembimbing khusus paling | Khusus jika belum ada, dan pemberian insenif | Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
s s orang pac |y Cury Pembimbing Khyss s oda ) Peane T Bimbingan ek Pemennan Gurs
<atuan pendidikan yang | 2) Peningkatan kompetensi Guru untuk menjadi | Pembimbing Khus
menyelenggarakan Guru Pembimbing Khusus dengan
pendidican inklusit mengikutsertakan Pelathan Guru Pembimbing
Khusus dari Direktorat PMPK
T Jumiah kepala sekolahyang | 101023050051 | 101024050051 | 101023060043 | 101024060043 E Pengembangan Karir Pendidik | Pendidk dan Tenaga | Jumlah Pendidk dan | Orang | Penempatan ulusan 1) Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan | Permendikbud Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Gura
berasal dari program guru Tenaga Kependicikan g |Tenaga Kependidic pelatinan pendidikan yang belum | Penggerak
penggerak dan pendidikan calon Pendidikan Fasiltasi | yang Mendapatkan Jon kepal mempunyaik
kepala sekolan Sekolah Menengah Atas/ | Kenaikan Fasiltasi Kenaikan uru penggerak sebagai | jumiah guru penggerak
Sekolah Menengah Kejuruan ! quru penggerak menjadi Kepala
2. Jumlah pengavias yang berasal Pemberian Promosi, | Pembertan Promosi, Sekolah
program guru penggerak dan Peningkatan Kompetensi | Peningkatan
pendidikan calon pengaas. dan Kualiikasi Kompetensi dan Penempatan lulusan B et e g g s | e oo 28 Tahun 202 g Pedsan
Kualfkasi elaihan roporsi pendidikan | Guru Penggers
3. Proporsi PTK penggerak calon penganas Sengen keoutinon pongies 2) Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tenfang Petunjuk
dengan hasil | Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengavias Sekolah dan
4 Proporsi PTK bersertfkat penggerak sebagai pemetaan kebutuhan pengavas Angka Kreditnya
pengawas sekolah
Peningkatan kualfikasi dan | 1) Pemberian beasiswa alau baniuan biaya Nomor 56 Tahun 2022 meng
Kompetensi bagi pendidik | pendicikan dalam peningkatan kualifikasi pendidik | standar penicikan guru, acuan standar program sarjana
dan tenaga kependidikan | dan tenaga kependidikan program
belum memenuhi | 2) Pemberian beasiswa atau baniuan biaya profesional
walifkasi dan kompetensi | penicdikan uniuk mendapatkan serikasi pendidik
yang dipersyaratkan 3) Fasiltasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan dalam rangka memenuh kualfkasi
fan kompetensi yang dipersyaratkan
Fasiitass kepala sekola ata | 1) Nomor 26 Tahun 2022 teniang
guru yang belum memilii | penggerak bagi pendicik endidikan Guru Penggerak
srtfhat quu penggerak - |2)Scsialsas dan promosi kepadagurs ey |2) Kepmendibudisick Nomor 162 Tahun 2021 Tetang
untuk mengikutipendidikan | keuntungan menjadi guru pengger Program Sekoiah Penggerak
dan pelatinan guru penggerak|
Propors PTK bersertfikat 101023050062 | 101024050062 | 101023060055 | 101024060055 E Eimbingan Telnis Teraksananya Sumiah peseria Orana [ Peringhtan i gy 1) Merighahan ol s do 1o 56 Tahun 2022 meng 7
Peningkatan Kapasitas Bidang | bimbingan teks bimbingan teknis naga ependiian | kependidkan salahsaunya el pemariztan | sndas pendihan . aeva sandar proa sarana.
Pendidikan peningkatan kapasitas | peningkatan Vang mendspn Platform Merdeka Mengajar (PM o
bidang pendidikan kapasitasbidang pengalaman pelaifancan | 2) Mendorong qurucan enaga eponshan | bfosons
pendidican yang dan mandi,salah satunya di
diaksanakan rumerasi Plaorn Werdeka Mengalar (PUM)

Program Guru Belajar Multi Seri. Portal Resmi Guru Belajar
i

melihat video mspm S Saturya di Pl
Merdeka Mengajar (PMM)

o Membersan okungen fnansial untk mengik
pelatinan peningkatan kapasitas diluar Platiorm
Merdeka Mengajar (PMM) (booicamp, seminr, dan
lainnya)

5) Menyelenggarakan pelatihaniimbingan teknis
untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik
dan tenaga kependidikan




Kelompok Indikator Indikator Kinerja Urusan Sub Kegiatan Definisi Operasional
No Akar Masalan
(et Onclketor Pricrias SPM) Paoua Pavua Barat Paua Pavua Barat on Jenjeng Nomenklatur Kineria. Indikator Satuan Deskrinsi NSPK
Pemberian b Pemberian 56 Tahun 2022 mengalur tentang
bantuan biaya pendidikan Pendidik dan Tenaga standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana
dalam peningkatan Kependidikan yang belum S1 prog
kualfikasi dan kompetensi profesional
pendidik dan tenaga
kependidikan
Peningkatan kapasitas guru | 1) Meningkatkan Kapasitas guru melalur Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang
dan tenaga kependidil pemantaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) | standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana
untuk memahami kualitas | 2) Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan program
pembelajaran dan akarnya | mandiri di Platform Merdeka Mengajar profesional
termasuk manajemen kelas, |3) Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di
dukungan psiologs. metode | Plaorn Werdeka Mengaja
ingga. 4) Memberikan dukungan finansial untuk mengikut
peniglatan ker)e'mmpman pelatihan peningkatan kapasitas diluar Platiorm
instru Merdeka Mengajar (bootcamp, seminar, dan
lainnya)
5) Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis
untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik
fan tenaga kependidikan
selain itu, dapat dilakukan juga penguatan secara
luring dan daring
Peningkatan pemahaman | 1) 46 Tahun 2023 tentang pencegahan
tahuan guru untuk |siswa disabiltas dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan
pembelajaran siswa 2) melakukan koordinasi dan diskusi dengan Unit
disabiltas yang bekeriasama | Layanan Disabiltas
dengan Unit Layanan 3) implementasi pengembangan pengetahuan
Disabiltas Pendidikan terkait pembelajarar
4) monitoring dan evaluasi hasilimplementasi
Jumiah PTK yang mengikui 101023050057 | 101024050057 | 101023060050 | 101024060050 - Pembinaan Penggunaan Terlaksananya Jumiah Orang yang Grang | Pelatihan TIK untuk 1) identifikasi kebutuhan (opik dan tema pelatinan | Pedoman PembaT K Tahun 2022 oleh Pusdatin Kemdikbudristek
pelatinan TIK Teknologi, Informasi dan embinaan Penggunaan | Mendapatkan pembelajaran dan K bagi pendicik dan tenaga kependidikan dengan
Komunikasi (TIK) untuk Teknologi, Informasi dan | Pembinaan pengelolaan satuan twjuan pembelajaran dan pengeloiaan satuan
Pendidikan Komunikasi (TIK) untuk [ Penggunaan pendidikan pendidikan
Pendidikan Teknobgi, iomas 2) Penyelenggaran pelatinan TIK untuk
dan K pemhela‘amn den pengoclaan satuen penidian
TRyt F Pendidian untuk tenaga kependidi
3) Menuomng TR mengikut pelatinan TIK
Refleksi dan perbaikan 101023050062 | 101024050062 | 101023060055 | 101024060055 - Bimbingan Teknis Teriaksananya Jumiah peserta Grang 1), Pembentukan Komuitas | 1) Penetapan SK Komunts bear, frmasuk 1) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru
pembelajaran oleh guru Peningkatan Kapasitas Bidang | bimbingan teknis imbingan teknis. belajar dan memastikan egiaten, lini Jjaren (MGMP)
Pendidikan peningkatan kapasitas | peningkatan guru. kepala sekolah, dan | susunan organisasi,dsb terkait omentas wmar 2) Panduan Pengelolaan Komunitas Belajar
bidang pendidikan Kolah terlibal | 2) Melakukan pengawasanimonitoring atas 3) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar
pendkan yang akif dalam komunitas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3
dilaksan: tersebut (tiga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang
relevan.
2). Fasiltasi pertemuan 3) Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar sebagai
Ui o wadsh|wadeh peninghatan komptesi gur, el
berbasis komunitas untuk | sekolah dan pengaw
meningkatkan kualitas % Pemerineh Docran ezl penemuen
layanan paling sedikit 1 MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan
(chu) o datam & (enam) | memberkan insent! agar peiemuan di komunias
bulan dapat terus terselenggara dengan baik.
Kualitas pembelajaran 101023050058 | 101024050058 | 101023060051 | 101024060051 - digital Konten | Fasiitasi guru untuk 1) memberikan pelatinan terkait dengan 1) Panduan Rekomendasi Kegialan Belajar Untuk Implementasi
untuk pendidikan digital untuk pendidikan | untuk pendidikan Digital konten onten digital. Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengaiar,
yang dikembangkan ang telah digital pada aplikasi bidang | 2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga | htipsyiguru kemdikbud.go.id
dikembangkan pendidikan (misalnya Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam 2) Platform Merdeka Mengaiar
Platform Merdeka Mengajar | mengembangkan konten digital melalui komunitas,
(PMM), dan lainlain) yang | belajar
dibutunkan dalam 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah
mendukung kegiaten belejar | Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam
mengaiar pengemangan konten dighal kepada satuan
pendidikan lai
) mengacvorastgur dela mengunggeh ok
nyata dalam bentuk konten digital pada Platform
Merdeka Mengajar (PMM)
101023050059 | 101024050059 | 101023060052 | 1.0102406.0052 - Pelatinan Penggunaan Terlaksananya pelathan | Jumiah peserta Orang | Peningkatan kapasitas 1) melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait | 1) Peraturan Pemeriniah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Aplikasi Bidang Pendidikan | penggunaan aplikasi di | pelatinan pendidik dan tenaga dengan: apnkawpnanum bidang pendidikan saper | Natona pendithon
bidang penci ik plat latform Merdeka 2) Permendikbudistek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Evaluasi
di bidang pendidikan menggunakan aplikasi di Mwualav(PMM] SiPLan, di. istem Pendidikan
yang dilaksanakan bidang pendidikan untuk elatinan Nomor 18 Tahun 2022 Tentan
menunjang proses Tenaga Kepsndian dalam 1 menwgunakan sl pedoman Pengadaan Sarangesa oeh Satan Pendidkan
pembelajaran di bidang pendidikan upakan acuan bagi Satuan Pen
3 menorong satan pleksana Program Sekolah | 4) Paseen Noms 12 Tahan 2052 Teniang Standar
Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam | Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan
penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada | Satuan Pendidikan
atuan pendidikan lai
101023050047 | 101024050047 | 101023060039 | 101024060039 - Penyelenggaraan Proses | Terselenggaranya Proses | Jumiah Satuan Foaiistdan parioeran 1] GerkslKabuhen paigiatan perdearan |1 Parckjon Cut o Tonaga Keponciaon 2626 atarg Wode
Belajar dan jian bagi Peserta | Belajar dan Ujian Bagi | Pendidikan yang Pendidikan | dukungan untuk proses Rapor P ompetensi Guru
Didik. Peserta Didik Menyelenggarakan belajar v bersama pemangku kepemmgan, ermasuk [2) Parmendikudrisek Nomor 8 Tahun 2022 enang Evelasi
Proses Belajar dan diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk Sistem Pendidikan
Ujian Asesmen siswa disabilitas 3) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
2) Diskusi perencanaan dan strategi implementasi | Pelayanan Minimal Pendiikan
yang efektifdan efisien dan pemetaan yang
lakukan
3) Pendampingan pelaksanazn implementasi
peningkatan pembelajaran di sekolah
4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untu
peningkatan pembelajaran semester berikutnya
Kecukupan buku teks dan non 101023050039 | 101024050039 | 101023060031 | 101024060031 - Pengadaan Perenghapan | Pereng(apan Pesera | Junlah Peengfapan | pabel | Pengadaan bukl ok dan | 1) Geniikes Kebuluhan bkt bacoan eks dan | 10U Nomor 3 Tahun 2017 etang S Perbusun

teks yang berkualitas

Peserta Di

Didik yang Tersedia

Peserta Didik yang
Tersedia

non teks yang bermutu

nonteks penunjang literasi ataupun numerasi

peraturan
yang berlaku

Buku Teks adalah buku yang
dsusun ntuk pembelaaran
berdasarkan stand:

nesional pendin dan
Kurikulum yang berlaku.

Buku non teks pelajaran
‘adalah buku pengayaan
untuk mendukung proses
pembelajaran pada setiap
Jenjang pendidikan dan jenis
buku lain yang tersedia di
perpustakaan sekolah.

2) o sasaran pemberian buku
bacaan
teks dan

2. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
2 Perauran Jukois DAK Fisi yang beraku pada tahun bridlan

3)

literasi ataupun numerasi, termasuk buku teks
tama Pendidikan Pancasila dan buku nonteks

bermuatan Pancasila.

) Termasuk pemanfaatan buku elekironik yang

telah disediakan oleh pemerintah, misalnya:

buku kemdikbud go.id

tentang Penetapan Buku Teks dan Buku
o

5 Sk BKAD tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi
Buku Teks dan Buku Nonteks




Kelompok Indikator Indikator Kinerja Urusan Sub Kegiatan Definisi Operasional
No Akar Masalan
(et Onclketor Pricrias SPM) Paoua Paoua Barat Paua Pavua Barat o Jenjang Nomenklatur Kineria Indikator Satuan Deskrinsi ISPK
101062010005 | Penyediaan dan Buku Certa Rakyal Jurmiah Buku Cerita ‘Buku | Bacaan Buku Cerita Rakyai | 1. Bahan buku penunjang I Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Pendistiibusian Buku Cerita | Daerah Penunjang Rakyat Dacrah Daerah Bermutu untuk ahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Rakyat Daerah Penunjang | Literasi Kewenangan | Penunjang Literasi Literasi Indonesia. (kadinsatan i b LLabasa(UPT. |2 UL Nomor 3 Tahun 2017 enang Sisiem Pertukun
Literasi Kabupaten / Kota 9 Badan Bahasa di daerah setem; 3. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Tersedia dan terdistibusi | Kabupaten/Kota yang 2 Pemda mellatan sasuawan/genuhs oot o Tabun 2017 tenang Sisam Pabuon
Tersedia dan insi untuk 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Terdistrbusi ‘chyat daerch con buis Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan
2. Pencetakan buku cerita rakyat daerah penunjang. | Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
literasi dilaksanakan oleh Permda 5. Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan
3 ceita | Nasional
rakyat daerah penunjang literasi dengan
balai/kantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah
setempat)
1), Indeks fasiltas TIK 101023050041 | 101024050041 | 101023060033 | 101024060033 - Pengadaaan Alat Prakik dan | Alat Prakik dan Peraga | Jumiah Alat Prakik Paket | Pengadaan TIK untuk b melakukan turan Juknis DAK Fisik yang berjalan
2). Indeks Bahan dan Fasiltas Peraga Peserta Didik Peserta Didik yang dan Peraga Peserta pembelajaran dan yang sudah memilii peralatan TIK dan alat praktik
Belajar Literasi Tersedia Didik yang Tersedia pengelolaan lajar iterasi
pendidikan dan pengadaan | 2) Sekolah-sekolah yang belum memilik peralatan
latprakk bl eras | I dan alat praki belar et dapat dusuan
dan numerasi untuk menerima DAK Fisik dan atau an
lainnya yang relevan
3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam
APBD uniuk pengadaan TIK dan alat prakiik belajar
litrasi bagi sekolah-sekolah yang belum meniiki
peralatan tersebut
3 [Kekhususan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan | Pelaksanaan Tracer Study SMK B 101023060053 | 101024060053 - Koordinas:, Perencanaan, | Terlaksananya Sumlah Dokumen Dokumen 7 1| 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
SMK. pervisi dan Koordinasi, Perencanaan, [ Hasil Koordinasi, penelusuran lulusan SMK | satuan pendidikan. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi.
EvaluasiLayanan di Bidang Evaluasi : menggunakan sistem 2) Bantuan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Pendidikan Layanan di Bidang Supervisi dan informasi Tracer Study Ditjen | pelaksanaan tracer study untuk satuan pendidikan. | Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
pendidikan Evaluasi Layanan di Pendidikan Vokasi ) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar
Bidang Pendidikan Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 24
tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelusuran
Lulusan/Tracer Study Bagi Sekolah Menengah Kejuruan
Link and match dengan dunia B B 101023060045 | 101024060045 N Pembinaan Kelembagaan dan | Teraksananys Sumiah Sekolah Satuan | Fasiliasi kemitiaan antara | 1) Fasilitasi SVIK dalam memperiuas jejaring 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
kefja; Kualtas pembelajaran Manajemen Sekolah embinaan Kelembagaan | Menengah Kejuruan | Pendidikan |dunia kerja dan SMK untuk | dengan dunia kerja dengan sekior yang relevan | Revitaisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi.
selaras dengan dunia kerja Menengah Kejuruan o Manajemen Sekolah  (yang Dilaksanakan mendukung penyesuiaian link | bagi SMK (misal: menyediakan forum pertemuan | 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Menengah Kejuruan | Pembinaan and match pendidikan SMK | dan diskusi antar kepala sekolah SMK dengan Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Kelembagaan dan terhadap kebutuhan dunia | pewakian berbagai perusahaan) 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar
Manajemen keria. Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,

Kepemimpinan kepala SMK dalam
mengelola SMK sebagai
pembelajaran yang selaras
dengan dunia kerja

Pendataan kemilraan SMK

Kualitas pembelajaran dajam
Teaching Factory (TeFa)

Konsep ink and match

kerja yang melingkupi 8
tidak

2) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan

yang mendalam dan brultas dengen i

yang mendalam. Melalui kemitraan terset

inoapkan duna ke s bekomus i

dalam hal-hal berkut inidi SMK

) penyelarasan kurikulum berbasis industr;

b) peningkatan kompetensi bagi pendiik, tenaga
@ dick

hanya

Mo

dari
Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi;
d) pengembangan dan pemantaatan sarana dan

prasarana
) serifikasi kompetensi bagi pendi
kependidikan, dan peserta didik;

1) prakik kerja lapangan dan/atau magang:
g) rekrutmen lulusan pendidikan vokasi; dan
) pemberian beasiswa

tenaga

dan Jenjang Pendidikan Menengah

Fasilitasi pelaksanaan
magang, lokakarya, dan
pelatihan kepada kepala
sekolah guna meningkatkan
Kompetensi manajeril,

kewirausahaan, dan
supervisi pembelajaran

1) Fasiltasi Kepala Sekolah dalam membangun

jejaring dengan dunia kerja untuk penguatan

kompetensi kebekerjaan siswa

2) Fasilitasi magang, lokakarya, atau pelatihan
Kepad: dalam hal

1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi

2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi.

- Penyelarasan Kurikulum
- Prakiik Kerja Lapangan (seterusnya disingkat
menjadi PKL)

- Kehadiran Guru Tamufinstrukiur dari Dunia Kerja

- Pembelajaran Kelas Industri
- Pembelajaran Kewirausahaan
- Pembelajaran Tefa

Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar
Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah

Pendataan jumiah dan
kualtas kera sama akif yang
dimilld SMK dengan mitra
dunia kera sebagai bahan
priortisasi SMK yang paling
membutufkan

) Akt SHC i mengs Sste formasi
Manajemen Kerja Sama atau Sikerm

1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi

2) Fasilitasi pengembangkan kemitraan baru

dengan industri atau lembaga lain yang d:

memberikan kontribusi positi terhadap pendidikan
SMK

menjalin kemitraan

3) Koordinasi dengan Kemikbudristek untuk
mengetahui jumlah dan kualitas kemitraan akit
intar SMK dan mitra dunia kerja di daerah masing-
asing
4) Analisis dan refleksi berdasarkan data yang
tersedia untuk mengetahui SMK yang paling
membutuhkan pendampingan dalam menjalin
Kemitraan
5) Pendampingan SMIK dalam menjalin kemitrazn
dengan milra dunia kerja

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar
Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah

Fasilitasi pengelolaan
‘Teaching Factory di SMK

1) Pendampingan SMK dalam menyusun im
pengurus Teaching Factory (TeFa)

2) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan
dengan dunia kerja untuk pelaksanaan TeFa

3) Pendampingan SMK dalam upaya menjadi BLUD
agar dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan
hasil produksi TeF

4) Pendampingan SMK dalam perencanaan TeFa
termasuk mengidentiikasi barangfiasa yang dapat
ai potensi keahlian SMK

g mewadahi SMK
untuk dapat mempromosikan hasil produksi TeFa
ke masyarakat luas

1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar
Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah
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lulusan SMK

Menengah Kejuruan

dan Manajemen Sekolah
Menengah Kejuruan

yang Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen

kelembagaan dan tata kelola
antara lain:

1) Penguatan manajemen
BKK dalam rangka

2) Pembiayaan manajemen BKK proy angka
meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job
macthing dan job fair

3) Workshop dan pelatihan manajemen bagi SOM
sekolah BLUD,

lulusan SMK melalui job.
macthing dan job fair

2) Pendampingan SVIK
untuk menjadi LSP P1 untuk
program sertifiasi dan
Kompetensi

3) Penguatan tata kelola dan
manajemen SMK untuk
menuju status BLUD.

Kelompok Indikator Indikator Kinerja Urusan Sub Kegiatan Definisi Operasional
No Akar Masalah
(et Onclketor Pricrias SPM) Panua Panua Baral Pania Panua Baral on Jenjeng Nomenidatur Kineria ndicator Satuan ierinst ISPK
Penggunaan sarana prasarana Fasiltasi penyelarasan Memberikan banuan berupa: 7) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 teniang
1. Fasitas peniaian sarana pasarana.yang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
dunia kerja pendidikan berbasis kebutuhan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
perkembangan dan atau | industri Nasional Pendicdikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
kebutuhan industr 2. Penyediaan peralatan utama dan 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Stan
endubung sesul dengan KompeteRikonsenasi | roses Pendidian Ak Usa D, Jniang Pendhan Dasar,
keahlian dan Jenjang Pendidikan Menengah
3. Fasiltasi penerapan kesehatan, keselamatan
kerja, dan lingkungan hidup yang relevan dengan
kompetensikonsentrasi keahlian
4. Penyelenggaraan pembelajaran prakik berbasis
proyek
5. Penyelenggaraan uj kompetensi keahian sesuai
dengan karakteristk konsentiasi keahlian yang
Pengelolaan Bursa Kerja KNusus B B Wemberikan bantuan berupa | 1) Pendampingan SNIK untuk menjadi LSP P1__| 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
dalam meningkatkan kebekerjaan fasitas penguatan untuk program sertfikasi dan kompetensi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
lulusan SMK i tata kelola | 2) Pembiayaan dan pembinaan manajemen BKK | 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada ahun berjalan
antara lan: ulusan mor 6 Tahun 2022 tentang Stategi
1) Penguatan manajemen | SMK melalui job macthing dan job fair. Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi,
BKK dalam rangka 3) Workshop dan pelatinan manajemen bagi SDM
sekolah BLUD.
Hulusan SMK melalui job
macthing dan job fai.
2) Pendampingan SMK
untuk menjadi LSP P untuk
program sertfkasi dan
kompetensi
3 Pengustan ata ol dan
manajemen SMI
el St LD,
Keterlbatan Komite Sekoiah dalam - B ‘Advokasi dukungan Komite | 1) Advokasi kepada orang (ua murid kususnya | 1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 teniang
mengembangian kersana cun untuk mendukung kegiatan dan | Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokas.
ket Kemitraan dan penyelarasan | program di SMK yang bertujuan untuk 2) Peraturan Jukns DAK Fisik yang berlaku pada tahun berialan
SMK dengan dunia kerja | meningkatkan kemitraan dan penyelarasan di SMK | 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
2) Pendampingan SMK dalam melakukan diskusi | Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
dengan komite sekolah untuk terlibat dalam
pengembangan kerja sama dengan dunia kerja
Sesuai dengan kapasitas masing-masing
Kualtas pembelajaran selaras 101023060037 | 101024060037 B Penyediaan Biaya Personl | Biaya Personil Peserta | Jumiah Pesenta Didik | Peserta | Penyediaan pembiayaan | 1) Advokas! industr dalam menyediakan tempal | 1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 20022 (entang
dengan dunia kerja Peserta Didik Sek Didik Sekolah Menengah | Sekolah Menengah didik [ operasional pendukung pendidikan di daerahnya vitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
Menengah Kejuruan Kejuruan Diterima oleh | Kejuruan yang pembelajaran prakik bagi  |2) Mendukung operasional dalam pelaksanaan PKL | 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Stategi
Peserta Didik fenerima Biaya peserta didik dalam 3) Kerja sama dengan instansi luar negeri bagi | Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

Personil Peserta Didik menunjang kompetensi | pelaksanaan PKL di luar negeri 3) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar
keahlian yang sesuai Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
kebutuhan dunia kerja Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan
Sertfiasi Kompetensi Siswa SMK.
Prakts! dunia keja yang mengajar - B Penyedian pertrayean 1) Memberkan (komends!Gan s sosatsas | 1 poraran Preiden I Norr 68 Tahun 20022 ntarg
4 SMK opecssanalpendukung | mengenlprala| g S Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi,
pembelajaran prakik bagi | 2) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
peserta didik dalam rakisi yang mengajadf sauan pendidian Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
enuringlometenst | (s ik Ponorarum s, pnyusinan | 3 porendhousekoror 0T 2022 eneng sncr
keahlian yan kurkulum bersama, sertiikat siswa) Kompetens Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenja
Keoulahen dur ke Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Mer
) Peraturan Dirjen Pendicikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan
Serifkasi Kompetensi Siswa SM
Lol dengen st B 101023060055 | 101024060055 - Bimbingan Teknis Teraksananya Jumiah peserta Orang | Penyediaan ) 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 20022 tenang
kompete Peningkatan Kapasitas Bidang |bimbingan teknis bimbingan teknis kompetensi bagi Peserta | sertfikasi berstandar BNSP. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi,
Pendidikan peningkatan kapasias | peningkatan Didik SMK melalui lembaga | 2) Pendataan kepada siswa yang belum mengikuti | 2) Permendikbudistek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar
bidang pendidikan kapasiasbidang Sertifkasi minimal setingkat | ui serifkasi kompetensi keahian berstandar BNSP. | Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
pendidikan yang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
dilaksanakan 3) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan
Sertfiasi Kompetensi Siswa SMK.
Pembinaan talenta kompetensi B B 101023060041 | 101024060041 N Pembinaan Minat, Bakat dan | Siswayang Mengkui | Jumiah Siswayang | Peseria | Fasiasi pelaksanaan lomba. | Pembinaan alenta kompetensi keahian peseria | ) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Keahlian peserta didik Kreativitas Siswa Ajang KompetsiiLomba | Mengikuti Ajang Didik | kompetensi siswa (LKS) | didik melalui pelaksanaan Lomba LKS, lomba Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi,
Aademik dan Non KompeisiiLomba S umuk kompetons, | FLS2N, lomba KOS 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Aademik Akademik dan Non keahiian beserta lomba- Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Akademik lomba pengembangan 3) Kepmendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang
{talenta lainnya di tingkat Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan
provinsi

Keahian guru dan tenaga B B 101023060043 | 101024060043 B PergETangen K erdi [ Pendax dan Tevaga [Tt perda g | Oy el pelsanean ) Bartuon uplig 1 esKng bl poncak ) Persaran Prsiden RINoror G Tatun 2022 erang
kependidikan SMK selaras dengan Tenaga Kependidikan | Kependidikan yan Tenaga Kependidikan fatihan, magang, dan tenaga kependidi vitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatinan Vokasi
dunia kerja pada Satuan Pendidikan Mendapatkan Fasiitasi | yang Mendapatkan orkr, psnnghepssa | 2 caien magmg hagi pendi den tenaga 2 Permanko PUK Norior & T 2522 ang Simog
Sekolah Menengah Kejuruan | kenaikan Fasiltasi Kenaikan Ten: diindustri Nasional Pendiikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
: 5 Bantuan sriikass Kompetens! berbass indusi | 3) Kepmendkbuartek Nomor 65 Tahun 2021 tetang
Pemberian Promosi, [ Pemberian Promosi, peningkatan kompetensi | bagi pendidik dan tenaga kependidikan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan
Peningkatan Kompetensi | Peningkatan Keahlian pendukung
dan Kuaifkasi Kompetensi dan pembelajaran bagi peserta
Kualifkasi didik SMK
Sertfkasi kompetensi PTK B B 101023060055 | 101024060055 B Bimbingan Teknis Terlaksananya Jumian peserta Orang | Fasiltas! pelaksanaan Bantuan serifikas| kompelensi bagi pendidk dan | 1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang
R T i bimbingan teknis. sertifkasi kepada Pendicdik | tenaga kependidikan Revitalisasi Pendicikan Vokasi dan Pelatihan Vokas.
Pendidikan ingkatan kapasitas | peningkatan ‘Tenaga Kependidikan 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Fdang pendicion kapasitasbidang guna peningkatan Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

pendidikan yang kompetensi keahlian 3) Kepmendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang

dilaksanak pendukung pembelajaran Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan
bagi peserta didik SMK

Tingkat Kepuasan dunia kerja | Pengelolaan Bursa Kerja Khusus - B 101023060045 | 101024060045 - Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Jumiah Sekolan S| emoetien bt bt )P SR e LSP P | 1) P Prsien R Nt 88 o 2022 ey
erhadap budaya kerja lulusan | dalam Manajemen Sekolan Pembinaan Kelembagaan [ Menengah Kejuruan | Pendidikan | asiltasi penguatan untuk program sertiikasi dan kom Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokas.

2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.




Kelompok Indikator Indikator Kinerja Urusan Sub Kegiatan Definisi Operasional
No Akar Masalah
(et Onclketor Pricrias SPM) Panua Papua Baral Papua Baral Non Jenjeng Nomenidatur Kineria indiator Satuan Desiainst ISPK
Guru SMK melakukan magang df - - 101023060055 | 101024.06.0055 - Bimbingan Teknis Terlaksananya Jumiah peserta Orang | Fasiitasi pelaksanaan guru | 1) Pembiayaan pelatinan peningkatan kompetens: | 1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 entang
dunia kerja Peningkatan Kapasitas Bidang |bimbingan teknis bimbingan teknis magang di indusiri sebagian | guru minimal level 5 pada kerangka kualfikasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Pend peningkatan kapasitas | peningkatan bagian dari peningkatan | nasional (KKN) 2) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
bidang pendidikan kapasitasbidang Kapasitas dan karir guru 2) Pembiayaan guru magang di industi Nasional Pendicdikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
pendidikan yang 3) Pembiayaan guru tamu dari indust ke sekolah | 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Stan
dilaksanakan Proses Pendidkan Anak Usia Din, Jerang Pandidkan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah
Praksi dunia kerja yang mengajar B B 101023060055 | 101024060055 - Bimbingan Teknis Terlaksananya Jumiah peserta Orang | Fasiltasi pelaksanaan ] Werierfan rkcmendzlGon e sosiees | 1) Pesron Presicen R Norror 63 Tehwn 2022 ot
di SMK jkatan Kapasitas Bidang | bimbingan teknis bimbingan teknis vogram prakiisi mengajar | mengenai prakiisi mengajar S Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
peningkatan kapasitas ingkatan sebagai pemer T Mamberkan cukungen dana i pelaksansan | 2 Perenke PMIK Nomor & Taun 2022 entang Steg
bidang pendidikan kapasitasbidang pembelajaran siswa berbasis | prakiisi yang mengajar di satuan pendidikan Nasional Pendicdikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
pendidikan yang dunia kerja (misalnya: untuk honorarium praktsi, penyusunan | 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar
dilaksanakan kurkulum bersama, sertfkat siswa) Proses Penidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah
Penggunaan sarana prasarana B B 101023060017 | 101024060017 B Rehabillasi Ruang Praktik | Ruang Prakik Siswa | Jumiah Ruang Praldik | Ruang B Tuang prakik peserta didk _| 1) Peraluran Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 teniang
pembelajaran selaras dengan siswa yang Terehabiltasi Siswa yang Telah asi ruang prakik peserta | sesuai dengan standar indusiri Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
dunia kerja Direhabiltasi didik SMK beserta peralatan | 2) Revitalisasi ruang prakiik sesuai dengan standar | 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
prakiknya yang sesuai industri 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
dengan standar industr Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
B B 101023060033 | 101024060033 B Pengadaaan Alat Prakik dan | Ala Prakik dan Peraga | Jumiah Al Prakik Paket | Pengadaan peralatan prakik | Pengadaan peralatan prakk sesua dengan 1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 teniang
Peraga Peserta Didik Peserta Didik yang dan Peraga Peserta penunjang pembelajaran | kompetensi keahlian Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Tersedia Didik yang Tersedia bagi SMK sesual standar 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
industri 3) Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi
Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
5 | Keamanan, Kebhinekaan, | 1). Kim keamanan SD ~Pemahaman mengenai 101023050052 | 101024050052 | 101023060045 | 101024060045 B Pembinaan Kelembagaan dan | Terlaksananya Jumiah Sekolan ~TKim Keamanan e e
dan Inklusivitas ). i keamanan SMP. perundungan, kekerasan seksual, Manzjemen Sekolah binaan Kelembagaan | Menengah Atas / Pendidikan dan atcen. et s (13070 g o 20T 2050 T S P s
5 i keamanen SHin dan hukuman fisi Menengah Atas / Sekolah | dan Manajemen Sekolah [ Sekolah Menengah e eran | e s w
). lim keamnaan SMK - Pemahaman mengenai Menengah Kejuruan Menengah Atas / Sekolah |Kejuruan yang amen PN T 252 s P
5). Ikim kebinekaan SD inklusivitas dan kebinekaan untuk Menengah Kejuruan ilakukan Pembinaan ecars sk maupur B Nacor
6). Iim kebinekaan SMP mencegah diskriminasi terhadap Kelembagaan dan e mecgana pemmdungan, | s s gmesn
) imictiean Ao genr T s Mangjemen pereegan b, | et e
8). iim kebinekaan SMK suku, dan bud: hakuman i, sota e
9). Kim inklusivitas SD * perahaman mengena skap pembinaan dam rangla |1 e
10) y pendidian kesehatan il
11). IKim inklusivitas SMA berkualitas dan berkelanjutan - Ikim Kebhinekaan: ] e e
12) dapat dan
layanan pendidikan secara program ot e
inklusit, terutama terhadap siswa mcleans, dukungan e iemerreies e gy
isabiltas, siswa cerdas d
berbakat isimewa o e ks ot et el o et
-Sistem pelayanan pendampingan Kl Inkusntas: o sy it
pelayanan pendamping: dan
Kejadian untuk perundungan, oo -
‘asan seksual, dan hukuman program B L
fisk terhadap seluruh peserta didik ormakat e, dan e e e e i S e o AR e
_Sisiem pelayanan pendampingan e e
kejadian terkait inklusivitas dan e
e menaca, reromaro v 1) oo S ol Kt iorAONIEO23 ot oty Tk
diskiminasi terhadap gender, isik,
ma, suku, dan budaya
~Sistem pelayanan pendampingan e e T
Kefadian untuk sikap tidak inklusif o s o e e
kst S eitans s, s i bt e g
e e e T01023050061 | 101024050061 | 101023060054 | 101024060054 B Sosialisasi dan Advokasi | Terlaksananya kegiatan | Jumiah kegiaian Dokamen |- Layan o
Kebijakan Bidang Pendidikan dvok g dimakud moncap
kebijakan di bidang advokasi kebijakan di e s
pendidikan bidang Pendidikan Galam pencegahan [ e e e . e e o e s rg
yang dilaksanakan penanganan berbagasbentuk
kekerasan i satuan i o
daeran, sesuai dengan g
peraturan yang ek
- Kim Keam:
Pembern eyanen
pada [y
satuan pendidikan uniuk |1 SR EITEEE 5 o T 021 g S P e
mencegah perundungan dan
ada .
anak minimal 1 (satv) kali [
dalam 6 (enam) bulan e s oo
- Ilim Kebinekaan: st ersc o o 2 v 20 61 S B KL 305 a2 7
pemberian layanan e e o
kepada
satuan pendidikan untuk |15 P
mencegeh intoleransi, o icoan s Efrx ey
dukuungan Keberagaman dan |3 Vesise pevisrse egmasprgtan e b s ’ S
mendorong KebhInekaan | Frens e e o s o 5 o s
il sk oo & [y
(enam) bul :
- im mk..,mas Cronra e hiton o, S o i
101023050056 | 101024050058 | 101023060051 | 101024060051 - nien Konien [ Konten digial merapakan | 1) memberikan peauhan terear dengan
untuk pendidikan digital untuk pendidikan | untuk pendidikan Digital [ konten untuk mendukung | pengembangan konten digital. 1) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi

yang dikembangkan

g telah
dikembangkan

pembelajaran dalam bentuk
digital sehingga konten yang
diciptakan tersebut dapat

Pembelajaran

2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam
mengembangkan konten digital melalui komuritas
belajar.

3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah
Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam

Fasilitasi guru untuk
mengembangkan konten
digital pada apikasi bidang
pendidikan, misalnya
Platform Merdeka Mengajar
(PMM), dan lain-lain, yang
dibutuhkan dalam
mendukung kegiatan belajar
mengajar

n digital
pendidikan lain.

4) mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi
nyata dalam bentuk konten digital pada Platform
Merdeka Mengalar (PMM).

5) mendorong guru yang berperan sebagai TPPK
untuk mengembangkan konten edukas
pencegahan kekerasan secara digital (media
elektronik) (kekerasan fisik, kekerasan psikis,
perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan
intoleransi, dan kebijakan yang mengandung
kekerasan)

6) Melakukan pendampingan kegiatan penguatan
pendidikan karakter melalui implementasi Projek
Penguatan Profl Pelajar Pancasila (P5)

Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar,
htips:/iguru kemdikbud.go.id

2) Platiorm Merdeka Mengajar (PMM)

3) Website PAUDPEDIA

4) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan

5) Perjanjian Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan
‘Teknologi dan Kemendagri, Kemenag, KemenPPA, Kemensos,
KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang
Implementasi Pencegahan dan Penangana Kekerasan Pada
‘Satuan Pendidikan Nomor: (7 XIPKS/2023; Nomor:
400.1.r15470/51; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/

‘Setmen Birohh /KL.O1 109 12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor.
07 IPKSIKPNITO /2023; Nomor: 006 /KL.O0-PKS/X 12023;
Nomor: 18/PKS.KND /10 /2023,

6) Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor
49/MI2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan,

7) Website merdekadarikekerasan kemdikbud.go.id




Kode Sub Kegiat

Kelompok Indikator Indikator Kinerja Urusan Sub Kegiatan Definisi Operasional
No ‘Akar Masalah
(Kab/Kota) (ndikator Prioritas SPM) Papua Barat Papua_ Papua Barat Non Jenjang Nomenklatur_ Kineria_ Indikator Satuan Deskrinsi NSPK
T01023050062 | 101024050062 | 101023060055 | 101024060055 E Eimbingan Tekas Teraksananya Suriah peserta Orang |~ i Keamanan e o -
Peningkatan Kapasitas Bidang | bimbingan teknis bimbingan teknis Peningkatan pencegahan dan penguatan [ e
Pendidikan peningkatan kapasitas | peningkatan dan tenaga kependidikan | kebinekaan, g inklusit
bidang pendidikan kapasitasbidang ekt penceganan dan |l pemantatan latom erdea Mendai ()3
pendaianyang perangaren prundngan, |2 gk peleten ek s ey

hukuman fisik, serta
pembinaan dalam rangka
pendidikan kesehatan

Kekerasan, modul
1

Wavasan | mod 3
dan modul Projek Penguatan Profi Pelajar Pancasiia

bty Taun 20202021

- Kiim Kebinekaan: 3) mendorong guru uniuk mefinat video nspitasidi [z Kesen st
Peningkatan Platiorm Merdeka ) dan video edukasi | 1otk 0 T
dan tenaga kependidikan | laman Kemdicbud, Pt

pencegahan intoleransi, 4) dukungan pelatinan

dukungan keberagaman dan | Peningkatan it

mendorong kebinekaan
- Iiim inklusivitas:
Peningkatan kapasitas guru
dan tenaga kependidikan
untuk peningkatan layanan
disabitas, cerdas dan

berbakat istmewa, dan
penerimaan disabilitas

penanganan kekerasan, penguatan kebinekaan, dan
peningkatan layanan yang inklusi diluar Platiorm
Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan
lainnya)

[Normor L0NG202 e 20276253 Tertan Imlemera Py sk G

orn

kapasitas pendidik dan
encegahan dan

23 Nomor

penguatan
kebinekaan, yang inklusit

et O o Argvan 2024

e Gk Py it pds PALD, Do, D, it




C. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

Permendagri No 59 Tahun 2021

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

n: ~
) 4 z
2 | %3 | s z =
No. =) a % é fj < Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar > 2 8 g o NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
< 0z 94
2 |28 = | £ | 8
x S x 0
=] m
1 |Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 02 02 2.02 0001 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 gglrz?;\i:an Kesehatan Ibu 1 02 02 2.02 0002 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 E;eilryanan Kesehatan Bayi Baru 1 02 02 2.02 0003 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 |Pelayanan Kesehatan Balita 1 02 02 2.02 0004 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5 Pelay_apan Kesehatan Pada Usia 1 02 02 202 0005 Peng_elplaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar
6 gelzyz;\(n_?n Kesehatan Pada Usia 1 02 02 202 0006 IIZen(;gjelquaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
rodukt : rodukt Peraturan Menteri Kesehatan RI
7 Pele_1yanan Kesehatan Pada Usia 1 02 02 2.02 0007 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Nomor 4 Tahu_n 2019 tentang
Lanjut Standar Teknis Pemenuhan
8 Pelayanan Kesehatan Penderita 02 02 202 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Mutu Pelayanan Dasar pada
Hipertensi 1 : Hipertensi Standa}r Pelayanan Minimal
Pelayanan Kesehatan Penderita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Bidang Kesehatan
9 (.. - 1 02 02 2.02 0009 . .
Diabetes Melitus Diabetes Melitus
10 Pelayanan kesehatlgn orang 1 02 02 202 0010 Pengelolaan. Pelayanan Kesehatan Orang dengan
dengan gangguan jiwa berat Gangguan Jiwa Berat
1 Pelayanan kesehat'an orang 1 02 02 202 0011 Pengelolaa_n Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
terduga tuberkulosis Tuberkulosis
Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi virus
12 |lyang melemahkan daya tahan 1 02 02 2.02 0012 Pt_er_lgelolagn Pelnayanan Kesehatan Orang dengan
. Risiko Terinfeksi HIV
tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)




D. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Pemerintah Kabupaten-Kota

Permendagri Nomor 59 Tahun

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

2021
5 5
1%} - =
No. = = % 8 ,g Keterangan
Jenis Pelayanan Dasar 4 27 §> -g 2 Nomenklatur
= S g < 2
© >
@ n
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
1 03 03 2.01 0025 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
1 03 03 2.01 0024 |Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
1 03 03 201 0028 Pembangunaq Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
1 03 03 201 0022 PembangL_Jnan Slster_n Penyediaan Air Minum (SPAM)
Bukan Jaringan Perpipaan
1 03 03 201 0026 Per_nngkatan _Slstem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Pengelolaan dan Pengembangan | 1 03 03 | 201 | oogs |[Opumalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
. . S Bukan Jaringan Perpipaan
1 Sistem Penyediaan Air Minum I - T - -
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 03 201 0032 Per_uasan Sl_stem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem
1 03 03 2.01 0023 Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
! 03 03 2.01 0027 Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
1 03 03 2.01 0030 |Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air
1 03 03 2.01 0029 Minum (SPAM)
1 03 03 201 0031 Oppmahsa& $|stem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
! 03 05 2.01 0041 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0018 (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
1 03 05 2.01 0022 Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman




Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Air Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1 03 05 2.01 0023 |Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Berbasis Masyarakat

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0024 (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0028 (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0027 |(SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis

Masyarakat

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah
! 03 05 2.01 0039 Domestik (SPALD) Setempat

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0029 (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
! 03 05 2.01 0025 Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
1 03 05 2.01 0040 |Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik (SPALD)

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem
! 03 05 2.01 0035 Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
1 03 05 2.01 0026 |Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah

Kabupaten/Kota

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air
! 03 | 05 [ 201 10038 | hah Domestik (SPALD)

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0020 |(SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis

Masyarakat

Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
! 03 05 2.01 0030 (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu

Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 05 2.01 0032 (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
! 03 05 2.01 0031 Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
1 03 05 2.01 0037 |Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1 03 05 2.01 0033 |Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1 03 05 > 01 0036 :g?w_lr_)\angunan MStaras!  Pengoranan. coampar 1ma
1 03 05 2.01 0021 |Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1 03 05 2.01 0019 |Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat RI
Nomor 13 Tahun 2023
tentang Standar Teknis
SPM Bidang Pekerjaan

Umum dan Bidang

Perumahan Rakyat




| 1 | 03 | 05 |2.01 | 0034

Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD) Desa




E. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintah Kabupaten-Kota
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1 | Penyediaan dan rehabilitasi 04 02 201 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian
rumah yang layak ) Sebelumnya yang Belum Tertangani
huni bagi korban bencana 1 04 02 2.01 | 0004 |Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
kabupaten/kota 1 04 02 201 | ooos Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi
' Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 02 201 0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
1 04 02 201 0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
1 04 02 202 0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1 04 02 202 0004 Penjpentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan
Fasilitator
1 04 02 2.02 0006 |Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1 04 02 2.03 0001 |Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1 04 02 2.03 0004 |Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1 04 02 203 0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1 04 02 203 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana .
1 04 02 2.04 0005 Kabupaten/Kota o PkergturarLlJMentedrl
- - ekerjaan Umum dan
1 04 02 204 0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Perumahan Rakyat Nomor
Kabupaten/Kota
> TFasiias T A Joniifikas Lah - eebaoa Lokas Relokasi 13 Tahun 2023 tentang
asilitasi [I:)enykehlaa}nbruma 1 04 02 201 0002 Identifi ﬁSI Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Standar Teknis Standar
yang layak huni bagi Perumahan Pelayanan Minimal Bidang
masyalral\<kat_yang terkena 1 04 02 201 | 0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Pekerjaan Umum dan
relokasi program Rumah Khusus Bidang Perumahan Rakyat
Pemerintah Daerah : 04 02 201 | ooo7 ['dentifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena
kabupaten/ kota. ' Relokasi Program Kabupaten/Kota
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah
1 04 02 2.02 0007 |bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 04 02 202 0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah

bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
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1 04 02 202 0009 Sosialisasi P_engembangan Perumahan Baru dan Mekanisme
Akses Pembiayaan Perumahan
1 04 02 202 0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak
! 04 02 2.03 0008 Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
1 04 02 203 0009 Pemban.gunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat
! 04 02 2.03 0011 yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang
L 04 02 2.04 0003 Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1 04 02 204 0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang

Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota




F. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Pada Pemerintah Kabupaten-Kota
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1 [ Pelayananan Ketenteraman dan 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban | Peraturan Menteri Dalam
Keteriban Umum Kabupaten/Kota Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Negeri Nomor 101 Tahun
1 05 02 2.01 | 0005 [Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi 2018 tentang Standar
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | Teknis Pelayanan Dasar
Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa | Pada Standar Pelayanan
Hak Asasi Manusia Minimal Sub Urusan
1 05 | 02 | 20L | 0008 |Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman |  Cercana Daerah
Masyarakat Kabupaten/Kota,
- - — Peraturan Menteri Dalam
1 05 02 2.01 0010 |Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Negeri Nomor 114 Tahun
Praja Melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP 2018 tentang Standar
dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Teknis Pelayanan Dasar
1 05 02 2.01 0012 |Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji | pada Standar Pelayanan
Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke Minimal Sub Urusan
jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan Kebakaran Daerah
jenjang jabatan Kabupaten/Kota, dan
1 05 02 2.01 | 0013 |Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan | Peraturan Menteri Dalam
Masyarakat Negeri Nomor 121 Tahun
1 05 02 2.01 0014 ([Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong 2018 tentang Standar
. . - . ; Teknis Mutu Pelayanan
Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP
. Dasar Sub Urusan
dan Satlinmas
: Ketentraman dan
1 05 02 2.01 0015 ([Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Ketertiban Umum di
Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Provinsi dan
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Kabupaten/Kota
Pengamanan, dan Pengawalan
1 05 02 2.01 0017 |Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak
Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala
daerah
1 05 02 2.01 0018 ([Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 05 02 2.02 0005 [Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
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1 05 02 2.02 0006 [Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan,
Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
2 |Pelayanan informasi rawan bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
1 05 03 2.01 0007 |Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman
Bencana)
1 05 03 501 0008 Respon_ Cepa@ Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah
Zoonosis Prioritas
3 Pelz_ayan_an pencegahan dan 1 05 03 202 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1 05 03 2.02 0028 Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana
1 05 03 2.02 0026 |[Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan
1 05 03 2.02 0015 Terhadap Bencana kabupaten/kota
1 05 03 2.02 0022 |Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
1 05 03 2.02 0018 |Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
4 [Pelayanan penyelamatan dan 1 05 03 2.03 0001 |Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah
evakuasi korban bencana 1 05 03 2.03 0002 [Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
1 05 03 203 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi
L 05 03 2.03 0009 Korban Bencana Kabupaten/Kota
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat
1 05 03 2.03 0012 Bencana
5 Pelayanz_m Penyelamatan dan 1 05 04 2.01 0001 [Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
evakuasi korban kebakaran
1 05 04 201 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan
1 05 04 2.01 0003 Non Kebakaran
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Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
L 05 04 2.01 0004 Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
L 05 04 2.01 0005 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1 05 04 2.01 0007 [Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
1 05 04 2.04 0001 |Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam
1 05 04 2.04 0002 Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan
1 05 04 2.04 0003 [Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan
PraSarana
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
1 05 04 2.05 0001 |[pada Peristiwva yang Menimpa, Membahayakan,
dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan
1 05 04 2.05 0002 [Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan
1 05 04 2.05 0004 |Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan
1 05 04 2.05 0005 (Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi




G. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Sosial Pada Pemerintah Kabupaten-Kota
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1 Rehabilitasi Sosial Dasar 1 06 04 2.01 0001 |Penyediaan Permakanan Peraturan Menteri Sosial
Penyandang Disabilitas 1 06 04 2.01 | 0002 |Penyediaan Sandang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Terlantar, Anak Terlantar, 1 06 04 2.01 0003 |[Penyediaan Alat Bantu Standar Teknis Pelayanan
Lanjut Usia Terlantar, serta 1 06 04 2.01 | 0004 |Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Dasar pada Standar
Gelandangan Pengemis di Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, | Pelayanan Minimal Bidang
Luar Panti Sosial 1 06 04 2.01 | 0005 dan Sosial Sosial di Daerah Provinsi dan
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga kabupaten/Kota
1 06 04 201 0006 Penyandang Dlsab|lltqs Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
1 06 04 2.01 0007 |Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,
dan Kartu ldentitas Anak
1 06 04 201 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
1 06 04 2.01 0009 |Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1 06 04 2.01 0010 |Pemberian Layanan Kedaruratan
1 06 04 2.01 0011 |Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1 06 04 2.01 0012 |Pemberian Layanan Rujukan
Perlind dan iami 1 06 06 2.01 0001 |Penyediaan Makanan
erlindungan dan jJaminan 1 06 06 | 2.01 | 0002 |Penyediaan Sandang
sosial pada saat dan setelah
2 tanggap darurat bencana 1 06 06 2.01 0003 |Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
bagi korban bencana daerah -
kabupaten/kota 1 06 06 2.01 0004 |Penanganan Khusus bagl Kelompok Rentan
1 06 06 2.01 0005 |Pelayanan Dukungan Psikososial




